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NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

PELAYANAN TERPADU SATU FINTU
DI BIDANG FENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA

KEPALA BADAN KOQORDINASI PENANAMAN MODAL,

a.

bahwa dalam rangka mengefektifkan penilaian  standar
kualifikasi  Pelayanan Terpadu  Satu Tintu v Budang
Penanaman Modal perlu melakukan  penyempurnaan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Medal Nomor
11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Fembinaan,
dan Pelaporan Pelayanan Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

hahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan
perizinan dan nonperizinan di Kawasan Perdagangan Bebas
dan Felabuhan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus perlu
dilaksanakan Telayanan Terpadu Satu Pintu & Bidang
Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Feraturan Kepala
Badan Koordinast Penanaman Modal tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat ...
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6.

[

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Felabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Fenetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2000 tentang Penetapan Feraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 fentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2000 teniang Kawasan Perdagangan Besbas
dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
(Lecmbaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor
252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4054);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undangz-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang FPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan  Transaksi Elektronik  ({Lembaran Negzara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 358, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 teniang Kawasan
Lkonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5066);

Peraturan FPemerintah Nomor 65 Tahun 2005 lenlang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negzara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Feraturan Pemeriniah Nomor 792 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Felaksanaan Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah,
Laporan Keterangan FPertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  TPelaksanaan  Pemerintahan  Dacrah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Fembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Femerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nezara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Femerimiah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Feraturan FPemcrintah Nomor 46 Tahun 2007  tentang
Kawasan lerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4757) sebagaimana diubah dengan Feraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5195);

15. Peraturan ...
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. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang

Kawasan Perdaganzan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4758);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4759) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Medal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Temerintah Nomor 83 Tahun 2010 tfentang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51735);

. Peraturan FPemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelengzaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Fepublik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136):

. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Felayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Fresiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;

Keputusan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25 Tahun 2004 tentang Fedoman Umum Fenyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemenntah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Frasarana Kerja Femerintahan
Daerah;

Memperhatikan ...



Memperhalikan

Menetapkan

Surat [daran Bersama Menteri Dalam  Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Kepala Badan  Koordinasi Penanaman  Modal — Nomor
570/3727A/8], Nomor SE/08/M.FAN-RB/9/2010, Nomor 12
Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan
Penanaman Medal di Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN
FELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG
FENANAMAN MODAL.

BAB |
RETENTLUAN UMLUM

FPasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.  Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam meodal dalam negert maupun
penanam meodal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.

[ R¥]

Fenanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman medal, yang dapat berupa penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing.

3. Penanaman medal dalam negeri adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negura Republik
Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

4.  Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yvang menzgunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

]

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, vang selanjutnya disingkat
FTSF, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang darl lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permochonan sampai
dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu
tempat.

6. Perizinan ...
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Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemeriniah dan_
pemerintah  dacrah yang memiliki kewenangan, sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif,
kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman
modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah provinsi bidang Penanaman Modal, yang
selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah
provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-
masing pemerintah provinsi, yang melaksanakan seluruh
fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di
pemerintah provinsi.

Penyelengzara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang
penanaman modal Frovinsi, yang sclanjutnya disingkat PPISP
provinsi, adalah  perangkat daerah  provinsi  vang
melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal secara terpadu dan satu pintu.

Perangkat Dacrah kabupaten/kota bidang Fenanaman
Modal, yang sclanjuinya disingkat PDKPM, adalah unsur
pembantu kepala dacrah  dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk yang
scsual  dengan kebutuhan masing-masing pemeriniah
kabupaten/kota, yang melaksanakan seluruh fungsi utama
koordinasi i bidang penanaman modal di pemerintah
kabupaten/kota.

Fenyelenggara TPelayanan Terpadu Satu FPintu di bidang
penanaman modal kabupaten/kota, vang sclanjuinya
disingkat FPTSP kabupaten/kota, adalah perangkat dacrah
kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi pelayanan
perizinan  dan  nonperizinan penanaman modal  secara
terpadu dan satu pintu.

Kawasan Perdagangan Bebas dan FPelabuhan Bebas, yang
sclanjutnya disebut KPBPB, adalah suatu kawasan vang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas
dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak
penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
yang selanjuinya disebut Dewan KPBPB, adalah Dewan yang
dibentuk oleh Fresiden dan keanggotaannya ditetapkan
Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan
umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas.

14. Badan ...
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Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, vyang sclanjutnya disebut  Badan
Pengusahaan KPBPB, adalah lembagza/instansi pemerintah
pusat yang dibentuk olch Dewan Kawasan dengan tugas dan
wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan
pembangunan KPBPB.

FTSP KPEPB adalah pelaksana PTSP di bidang penanaman
modal di KPBPB.

Kawasan Fkonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK,
adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum
MNegara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
menyelenggarakan fungsi perckonomian dan memperoleh
fasilitas terfentu.

Dewan Kawasan adalah dewan vang dibentuk di tingkat
provinsi  untuk membantu  Dewan Nasional dalam
penyelenggaraan KEK.

Administrator Kawasan Fkonomi Khusus, yang selanjutnya
discbui  Administrator KEK, adalah bagian dari Dewan
Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK gzuna membantu
Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEEK.

FTSP KEK adalah pelaksana PTSP di bidang penanaman mocdal
di KEK.

Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan  dan
nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
pemberi wewenang vang ditetapkan dengan uraian yang
jelas oleh:

a. menteri  teknis/kepala Lembaga  Pemeriniah  Non-
Kementerian (LPNK) kepada Kepala BEPM;

b. gubernur kepada kepala PDPFM atau kepala PPTSF
provinsi;

c. bupati/walikota kepada kepala PDKPM atau kepala PPTSP
kabupaten/kota; dan/atau

d. menteri teknis/kepala LPNEK, gubernur dan
bupati/walikota kepada Administrator KEK dan Badan
Fengusahaan KFBFB.

Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak,
L - el | & v - E = = b %

kewajiban,  serta  pertanggungjawaban  perizinan  dan
nonperizinan, termasuk  penandatanganannya atas nama

penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang
jelas oleh:

4. menteri  teknis/kepala LPNK  kepada Kepala  BKPM
sebagaimana diatur dalam Fasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tenfang Penanaman
Modal; '

b. Kepala ...
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26.

b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam
Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal;

¢. Kepala BKPM kepada Kepala Badan Pengusahaan KPEFB
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagzangan Bebas dan FPelabuhan Bcbas
Menjadi Undang-Undang;

d. Kepala BKPM kepada Kepala Administrator KEK
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf
b dan huruf ¢, mencakup kewenangan berdasarkan hak
substitusi maupun tanpa hak substitusi.

Penugasan adalah  penyerahan tuzas, hak, wewenang,
kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasukl
penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari
Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan
hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Fasal 30 avat (8)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Fenanaman
Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPNK,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang
ditunjuk  untuk membantu penyelesaian perizinan dan
nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan
di bidang penanaman medal yang menjadi kewenangan
menteri teknis/kepala LPNK, gubernur, atau bupati/walikota,
dengan  uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan
pertanggungjawaban yang jelas.

Pemerintah FPusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kKekuasaan pemerintahan Negara Republik  Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenintah dacrah adalah gubernur, bupati, atau  walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah.

Badan Koordinasi Fenanaman Modal, yang selanjutnya
disingkat BKPM, adalah LPNK yang bertanggung jawab di
bidang penanaman modal vang dipimpin oleh seorang
kepala, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

27. Sistem ...
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Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara
Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi
antara BKPM dan kementerian/LPNK  vang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, FPTSF
provinsi, FDKPM, PPTSP kabupaten/kota, Badan Pengusahaan
KPBPB dan Administrator KEK.

Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal adalah
ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan
PTSP di bidang penanaman modal.

[Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran sccara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh  pelayanan dari  aparatur penyelenggara
pelayanan publik.

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PELAKSANAAN FTSF DI BIDANG PENANAMAN MODAL

(1)

(2)

(3)

Fasal 2

FTSP di bidang penanaman medal bertujuan  untuk
membantu penanam modal dalam memperoleh fasilitas
fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai
penanaman modal, dengzan cara memperceepat,
menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau
menghilangkan  biaya  pengurusan  perizinan  dan
nonperizinan.

Dalam rangka pencapaian tujuan FTSP di bidang penanaman

modal sebagaimana dimaksud pada avat (1) di tingkat
Pemerintah diselenggarakan oleh BKPM.

Dalam rangka pencapaian tujuan PISF di bidang penanaman

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat

dacrah yang dapat menyelenggarakan fungsi FTSF meliputi:

a. FDFFM dan FDKFM yang melaksanakan seluruh tungsi
utama koordinasi di bidang penanaman modal: atau

b. FFTSF provinsi dan FPPISP kabupaien/kota vang
nwlakmf_m_ak;m tungsi  pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan penanaman modal.

Fenyelenggaraan PISP di  bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada avat (1) di daerah yang
termasuk KPBFB dan KEK dilaksanakan oleh:

a. Badan ...



a. Badan Pengusahaan KPBFB untuk KPBFB;

b. Admunisirator untuk KEK.

Pasal 3

Ruang lingkup FUSP meliputi:

a.

d.

pelavanan semua jenis perizinan penanaman modal termasuk
penanaman modal dengan skema kerjasama Pemerintah atau
pemerintah daerah dengan badan usaha yang diperlukan
untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;

pelayanan  nonperizinan  penanaman  modal  termasuk
penanaman modal dengan skema kerjasama Pemerintah atau
pemerintah daerah dengan badan usaha yang meliputi
penerbitan rekomendasi, termasuk rckomendasi visa 1zin
tingzal terbatas, pembenian fasilitas  fiskal, insentif,
kemudahan lainnya dan informasi mengenal penanaman
modal;

pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan
FTSF di bidang penanaman modal;

pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman
modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi
pelayanan perizinan dan nonperizinan vang terkait dengan
pelaksanaan penanaman modal.

BAB 1II

TOLOK UKUR, FERSYARATAN DAN KUALITIKASI PTSP

(1)

D1 BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Tolok Ukur dan Persyaratan

Faszal 4

Untuk melaksanakan FISF di bidane FIERE

e el ar ang  penandaman modal,
BKFM, PDFPM atau FPTSP provinsi, PDKPM atau PPTSP
kabup;@tcnfkcta, Badan  Pengusahaan  KPBPB  dan
Administrator KEK harus memenuhi tolok ukur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Poratir g
ik P IO Adae craturan Pre "
27 Tahun 2009, esiden Nomor

(2) Kualifikasi ...



(2)

(3)

(4)
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Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal atas
pemenuhan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada perolehan nilai  standar kualifikasi
schagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penilaian FISP di Bidang Penanaman Modal

Fasal 5

Kualifikasi FISP di bidang penanaman modal dilakukan dan
ditetapkan terhadap PDPPM atau PFTSP provinsi, PDKPM atau
PPTSP kabupaten/kota, FTSP KPBPB dan PTSF KEK.

PDPPM  atau FPITSP  provinsi. FDKFM  atau  FFISF
kabupaten/kota, I'TSP KPBFB dan FTSPF KEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penilaian mandiri
{self  assessmensd berdasarkan standar kualifikasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengzan
Lembar Penilaian dan Pedoman Penilaian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran Il Peraturan ini.

Hasil penilaian mandiri wajib dilengkap dengan dokumen
pendulkungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111
Peraturan ini.

FDPPM  atau  PPISP  provinsi, PDKPM  atau  FFTSP
kabupaten/kota, FTSP KPBFB dan FTSF KEK yang telah
melakukan penilaian mandiri (self assessmend) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh Tim Penila
dalam wakiu paling lambat 1 (satu) tahun sejak hasil
penilaian tersebut disampaikan kepada BKPM.

Fasal 6

Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi FTSP di
bidang penanaman modal telah dilakukan, PDFPM atau PPISP
provinsi, PDKPM atau FFTSF kabupaten/kota, PTSP KPBFB dan PTSP
KEK dapat melakukan kembali penilaian mandiri (self assessment)
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5 ayat (2) dan menyampaikan
hasil penilaian tersebut kepada BKFM.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Tim Penilai PTSP di Bidang Penanaman Modal

Pasal 7

Dalam rangka penilaian atas standar kualifikasi PTST PDPPM
atau FFTSF  provinsi, FTSP FPDKPM  atau  PPTSP
kabupaten/kota, FISF KFBFB dan FTSP KEK, Kepala BKPM
membentuk Tim Penilai FTSP di bidang penanaman modal.

Tim Penilai FISF di bidang penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh satu orang FPejabat
Eselon 1 BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan beranggotakan wakil dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BKPM dan instansi
terkait lainnya.

Tim Penilai I'TSF di bidang penanaman medal mempunyai
tugas sebaga berikut:

a. menetapkan kualifikasi PTSP PDPPM atau FPTSP provinsi,
FTSP PDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, PTSP KFBFE dan
FTSP KEK; dan

b. menetapkan metede dan  tahapan  dalam  rangka
pelaksanaan penilaian dan verifikasi FTSP FPDPPM atau
FPI'SP provinsi, FI'SP PDKPM atau PPISP kabupaten/kota,
FTSP KPBFB dan FTSP KEK berdasarkan standar knahinikasi
scbagzaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Ketua Tim Penilai membentuk Tim Teknis Tenilai FTSE di
bidang penanaman modal yang diketuai oleh Pejabat Eselon 11
BEFM.

Tim Teknis FPenilai FISP di idang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan wakil
dari Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BEFM dan
instansi terkait lainnya.

Tim Teknis Femilai FTSP di bidang penanaman modal
mempunyal tugas:

a. menylapkan adminisirasi penilaian dan verifikasi;

b. menyiapkan dokumen penilaian mandivi (self assessmens
dan dokumen pendukung;

¢. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

d, melaksanakan ...
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d. melaksanakan penilaian dan verifikasi FTSP di bidang
penanaman modal;

e. melaksanakan evaluasi penyelenggzarvaan FISF di bidang
penanaman modal.

Tim Teknis Penilai PTSP di bidang penanaman modal dalam
melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapal dibantu pihak kefiga sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Atas dasar pelaksanaan penilaian dan verifikasi FTSF PDPPM
atau  PFTSP  provinsi, FPTSP FDKPFM  atau  FPTSP
kabupaten/kota, FTSP KPBFB dan PTSP KEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Tim Teknis Penilai FTSP di bidang
penanaman modal melaporkan hasil penilaian dan verifikasi
kepada Tim Penilai PTSP.

Tim Penilai FTSP di bidang penanaman modal menetapkan
kualifikast ISP FDPFM atau FPISFP provinsi, PTSP PDEPM
atau FITSP kabupaten/kota, FTSP KPBPB dan FTSP KEK.

Tim Fenilai PTSP di bidang penanaman modal melaporkan
hasil kualifikasi PTSF FDPPM atau PFTSP provinsi, FTSF
PDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, FTSP KPBFB dan FTSP
KEK kepada Kepala BKPM.

Hasil kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.

Bagian Keempat
Kualifikasi PTSF di Bidang Penanaman Modal

FPasal &

Pelaksanaan kualifikasi FI'SF di bidang penanaman modal
menggunakan kriteria kualifikasi FTSP di bidang penanaman
modal yang didasarkan atas penilaian standar kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Mekanisme kualifikasi FTSF di bidang penanaman modal
meliputi:

a. Tim Teknis Fenilai FTSP di bidang penanaman modal
melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri (se/f
assessmend) vang, dilakukan oleh FTSP PDFPM atau PFTSP
provinsi, PTSP PDKPM alau PFISF kabupaten/kota, PTSF
KPBPB dan PTSP KEK yang disertai dokumen
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dan ayat (3);

b, Tim ...
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b. Tim Teknis Penilai FTSP di bidang penanaman modal dapat
melakukan penilaian langsung ke PTSP PDPPM atau PPTSP
provinsi, FTSP PDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, FTSP
KFBPB dan PTSP KEK tanpa didahului penilaian mandiri
yang dilakukan oleh PISP PDFPM atau PPTSP provinsi,
FISP PDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, TSP KPBPB dan
FTSP KEK; atau

c. Tim Teknis Penilai PTSP i bidang penanaman modal
melakukan penilaian langsung ke PTSP PDPPM atau PPTSP
provinsi, FISP PDKPM atau PFTSP kabupaten/kota, TTSF
KPBFB dan FISP KEK, apabila hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada butir a meragukan,

Pasal 9

PTSP PDFPFM atau PFISP provinsi, TSP PDEPM atau PPTSP
kabupaten/kota, I'TSF KFBPB dan PTSP KEK dibagi atas 4
(empat) penjenjangan kualifikasi FTSP di bidang penanaman
modal, yaitu kualifikasi bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan
bintang 4.

Penctapan penjemangan  kualifikasi  PTSP di bidang
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan kepada perolehan nilai total unsur-unsur
knalifikasi, yaihu:

a. kualifikasi bintang 4 nilai total 90,00-100;

b. kualifikasi bintang 3 nilai total 80,00-89,99;

¢. kualinkasi bintang 2 nilai total 70,00-79,9%

d. kualifikasi bintang 1 nilai total 60,00-69,99.

Penctapan penjenjangan FTSP di bidang penanaman maodal
dengan perolehan nilai total unsur-unsur kualifikasi 0-59,99
belum terkualifikasi sebagai  kategori FTISP di  bidang
penanaman modal.

Fasal 10

Femerintah provinsi vang melaksanakan FTSP di bidang
penanaman modal dengan kategon kualifikasi bintang 4:

a. melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
menggunakan SPIPISE;

b. menerima ...
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b. menerima  dan  melaksanakan  pelimpahan  urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas
dari kualifikasi bintang 3, yang merupakan kewenangan
Pemerintah, yang ditetapkan olech Kepala BKFM
berdasarkan hak substitusi.

Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang
penanaman medal dengan kategori kualifikasi bintang 3:

a. melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
menggunakan SFIFISE;

b. menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan
pemerintahan di bidang penanaman medal tertentu, yang
merupakan kewenangan Pemerintah, vang ditetapkan oleh
Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.

Pemerintah provinsi vang melaksanakan PTSP di bidang
penanaman modal dengzan kategori kualifikasi bintang 2:

a. melaksanakan pelayanan sesuar kewenangannya dengan
mengguniakan SPIPISE;

b. menerima bimbingan pelaksanaan kewenanzan pelayanan
yang  merupakan  kewenangan  Femerintah  darni
Pemerintah.

Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang
penanaman modal dengan kategori kualifikasi bintang 1
melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
mengzunakan SPIFISE,

Femerintah provinsi vang dikategorikan belum memenuhi
kualifikasi sebagai TSP di bidang penanaman modal
mendapatkan  pembinaan  pelayanan  sesual dengan
kewenangannya dari Femerintah.

Pasal 11

Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan FTISP di
bidang penanaman modal dengan  kategori  kualifikasi
bintang 4:

a. melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
menggunakan SFPIPISE;

b. menenma  dan  melaksanakan  penugasan  urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas
dari kualifikasi bintang 3, yang merupakan kewenangan
Pemerintah, vyang ditetapkan oleh Kepala BKPM
berdasarkan hak substitusi.

(2) Pemerintah ...
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Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan FTSP di
bidang penanaman modal dengan kategori kualifikasi
bintanyg 3:

a. melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
menggunakan SPIPISE;

b. menerima  dan melaksanakan  penugasan  urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu, yang
merupakan kewenangan Femerintah, yang ditetapkan oleh
Kepala BKPM berdasarkan hak subsiilusi,

FPemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan FPTSP di
bidang penanaman modal dengan kategori kualifikasi
bintang, 2:

a. melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya dengan
menggunakan SFIPISE;

b. menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelavanan
yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Femenntah
dan/atau pemerintah provinsi.

Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan FTSP di
bidang penanaman modal dengan  kategori  kualifikasi
bintang 1 melaksanakan pelayanan sesual kewenangannya
dengan menggunakan SPIPISE.

Pemerintah kabupaten/kota yang dikategorikan belum
memenuhi kualifikasi sebagai PISP di bidang penanaman
modal mendapatkan pembinaan pelayanan sesuai dengan
kewenangannyva dan  Pemeriniah dan/atau  pemerintah
provinst.

Fasal 12

BKPM dapat memberikan bantuan kepada FDFPM dan/atau
FDKFM yang:

a. melaksanakan seluruh fungsi utama koordinasi di bidang
penanaman modal termasuk pelaksanaan fungsi FTSF di
bidang penanaman modal; dan

b. berhasil meningkatkan kategori kualifikasinya menjadi
kualifikast  bintang 3  atau  kualinkasi  bintang 4
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa
alokasi khusus studi pengembangan potenst penanaman
maodal, kerja sama kegiatan promosi penanaman modal, kerja
sama kegiatan pelatihan penanaman modal atau peningkatan
sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan
peclayanan penanaman modal di daerahnya.

BAB IV ..



BAB IV

PENYELENGGARAAN FTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Perfama
Pelaksana FISF di Bidang Penanaman Modal

Fasal 15

Penyclenggaraan FTSF di bidang penanaman modal  oleh
Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.

Penyelenggaraan FTSP di bidang penanaman modal oleh
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM atau PPTSP
provinsi.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan FDKPM atau PPTSP
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan FTSF di bidang penanaman meoedal di KPBFB
dilaksanakan oleh PTSP KPBFR.

Penyelenggaraan TSP di bidang penanaman modal di KEK
dilaksanakan oleh PTSP KEK.

Bagian Kedua
Permerintah

Pasal 14

Dalam melaksanakan FISPF di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2009,

a. Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari menteri teknis/kepala LFNK vang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Pemerintah melalul sualu penetapan oleh
menteri teknis/kepala LPNK;

b. Kepala BKPM melaksanakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada huruf a melalui FTSP BKFM;

¢. Kepala ...
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c. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk olch
menteri/kepala LPNK untuk memfasilitasi penyelesalan
perizinan  dan  nonperizinan yang tidak mendapat
pendelezasian atau pelimpahan wewenang darl menteri
feknis/kepala LPNK yang memiliki kewenangan perizinan
dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal yang menjadi  kewenangan
Pemerintah;

d. Kepala BKPM melibatkan penghubung vang ditunjuk oleh
gubernur ataw  bupati/walikota untuk memiasilitasi
penyelesaian perizinan dan nonperizinan atas urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota.

Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dan huruf d merupakan perwakilan instansi teknis dan
daerah  terkait yang mempunyar kompetensi  dan
kewenangan.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a dapat memuat pemberian hak substitusi.

kKepala. ~ BKPM  memberikan  rekomendasi  kepada
menteri/kepala LPNK, untuk mendapatkan perizinan dan
nonperizinan  yang berdasarkan undang-undang tidak
dilimpahkan.

Fenunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melalui suatu penctapan oleh menteri teknis/kepala
LFNE, gubernur, atau bupati/walikota.

Penghubung vang ditunjuk oleh menteri teknis/kepala LPNK
atan gubernur yang ditugasi di BKPM harus memenuhi
persvaratan minimal scbagai berikut:

a. l.x-:ndidikanl sarjana (§1) dan mempunyai  sertifikat
kursus/seminar yang terkait dalam bidang ckonomi yang
chiselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi;

b. mim'r_nal pengalaman kerja 10 iahun pada unit kerja
terkait pembangunan ekonomi daerah;

e z_ncngugsqi i}tSlIﬁS proses perizinan dan nonperizinan
kementerian teknis/LPNK atau daerah masing-masing;

d. menguasai bahasa Inggris secara aktif:

¢. khusus penghubung yang ditunjuk oleh gubernur berasal

dari FDFFM dan dapat ditempatkan di kantor perwakilan

B?E’t?ntah provinst yang telah ada di Jakarta atau di prsp

(7) Penghubung ...
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Penghubung vang ditunjuk oleh bupati/walikota harus
memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

a. pendidikan  sarjana  (§1) dan mempunyai sertifikal
kursus/seminar vang, terkait dalam bidang ekonomi yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakeeditasi;

b. minimal pengalaman kerja 10 tahun pada unit kerja
terkait pembangunan ckonomi daerah;

. menguasai  bisnis proses perizinan dan nonperizinan
daerah masing-masing;

g

d. menguasai bahasa Inggris secara aklif;

e. penghubung yang ditunjuk oleh bupati/walikota berasal
dari PDKPM dan dapat ditempatkan di kantor perwakilan
pemerintah  provinsi  atau  perwakilan pemerintah
kabupaten/kota vang telah ada di Jakarta atau di PTSP
FDTPM.

Pembinaan kepegawaian pejabat  penghubung  menjadi
kewenangan menteri teknis/kepala LPNK, gubernur atau
bupati/walikota masing-masing sebagai instansi induknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) vang
ditempatkan di PTSP BKFM dapat menggunakan rasilitas
kantor yang disediakan oleh BKFM.

Fasal 15

Penghubung vang ditumjuk menteri teknis/kepala LPNK
dapat  bertugas di lingkungan BKPM  sehari-hari  atan
sewakiu-waktu sesual dengan kebutuhan.

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan potensi investasi sektor.

Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain:

a. wmembantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang
menjadh kewenangan menteri teknis/kepala  LPNK yang
tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM;

b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai
permasalahan perizinan dan nonperizinan sekior;

c. memberikan berbagai informasi sektor, antara lain peluang
usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, dan mitra
usaha potensial;

d. melaksanakan ...



(1)

20 -

d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri
teknis/kepala  LPNK  uniuk  mempermudah  dan
mempercepat pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 16

Urusan pemerinlahan di bidang penanaman modal  yang
menjadi kewenangan FPemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 avat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2009 terdiri dari:

a. pelaksanaan penanaman modal yang ruang lingkupnya
lintas provinsi;
b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
meliputi:
1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam
vang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan
lingkungan vang tinggi;

2. penanaman modal pada  bidang industri yang
merupakan prioritas tingzi pada skala nasional;
3. penanaman modal vang terkait pada fungsi pemersatu

dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya
lintas provinsi;

4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan
stratezi pertabanan dan keamanan nasional;

3. penanaman modal modal asing dan penanaman modal
yvang mengzunakan modal asing, vang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan

6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah menurut undang-undang,

Penanaman medal asing dan penanaman modal yang
menggunakan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 5, yang didasarkan pada perjanjian yang
dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain meliputi:

4. penanaman modal asing vang dilakukan oleh pemerintah
negara lain;

b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga
negara asing atau badan usaha asing;

€. penanaman modal yang menggunakan modal asing yang
berasal dari pemerintah negara lain.

Pasal 17 ...
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Fasal 17

Kepala BKPM melaksanakan perizinan dan nonperizinan
bidang-bidang usaha yang menjadi urusan Pemerintah di
bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 avat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka Z,
angka 3, angka 4, dan angka 6, sesual vang ditetapkan
menteri teknis/kepala  LPNK yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan.

Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan
instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang
dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam FPasal 16
avat (1) huruf b angka 5.

Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
asing scbagaimana dimaksud dalam Fasal 16 ayat (2
dilaksanakan oleh Kepala BKFM apabila salah satu negara
asal modal asing berasal dari negara yang tclah melakukan
perjanjian secara bilateral dengan Femerintah Republik
Indonesia dan/atau asal meodal asing tersebut merupakan
salah satu pihak/anggota dari perjanjian regional dan/atau
multilateral yang terkait dengan penanaman modal, antara
lain:

a. Perjanjian  Perlindungan dan FPeningkatan Penanaman
Modal/P-4-M (Agreement on Fromotion and Frotection of
Investment)

b. Persctujuan  Fenghindaran Pajak Berganda/P3B  (Tax
freary);

c. Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang penanaman
modal (ASEAN Comprehensive [nvestment Agreement/
ACTIA, ASEAN-Australia New Zealand  Free  Trade
Agreement/AANZ  FIA,  ASEAN-Korea  Invesfinent
Agreement, ASEAN-China Investment Agreemeny,

d. Persetujuan Fembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(Agreement Establishing The World Trade
Organization \WTO);

e

. Konvensi/Perjanpian  Internasional  terkait  Penyelesaian
Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing
mengenal  Fenanaman  Modal (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals or other States/ICSID, Convention on the
Recagnitionn  and  Enrorcerment of Forejgn  Arbitral
Awards/New York Convention),

f. Konvensi/Perjanjian ...
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f. Konvensi/Ferjanjian Internasional Pembentukan
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA);

g. Perjanjian internasional lainnya sebagaimana dimaksud
pada avat (2).

Negara-negara asal modal asing yang didasarkan pada

perjanjpan yang dibuat oleh Pemerintah dan  pemerintah

negara-negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam daftar pada Lampiran IV.

FPasal 18

lenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal yang menjadi uwrusan  Pemerintah  sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 17 ayat (1), sesual dengan yang
ditetapkan menteri teknis/kepala  LPNE.

Pelaksanaan perizinan  dan  nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan melalui PTSF BKPM.

Pelaksanaan perizinan dan  nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesual dengan petunjuk teknis
masing-masing  jenis perizinan dan nonperizinan vang
ditetapkan menleri teknis/kepala LPNK, yang meliputi:

a. persvaratan tcknis dan nonteknis;
b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;

c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Fasal 19

Ketentuan mengenal Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal di PISP di bidang penanaman modal diatur tersendiri
dengan Feraturan Kepala BKPM.

(1)

Bagian Ketiga
Femerintah 'rovins:

Fasal 20

PDFFM  selain  melaksanakan fungsi PISP di  bidang
penanaman modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), juga melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:

a. melaksanakan ...
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a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal di provinsi,

o

mengkaji dan mengusulkan  kebijakan  pelayanan
penanaman modal di provinsi;

c. memberikan  insentif  dacrah  dan/atau  kemudahan
penanaman modal di provinsi;

d. membuat Peta Fenanaman Modal Provinsi;

e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal
di provinsi dengan memberdayakan badan usaha;

f. mempromosikan penanaman maodal provinsi;

=. mengembangkan sektor usaha penanaman modal provinsi
melalui  pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan  persaingan  usaha yang schat, dan
menvebarkan  informasi  yang  seluas-luasnya  dalam
Iingkup pelaksanaan penanaman modal;

h. membantu penyelesaian berbagal hambatan dan konsultasi
permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
menjalankan kegiatan penanaman medal di provinsi.

Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja
PDFEM sebagai perangkat dacrah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah.

Pembentukan  atau  penyesuaian  perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan iru mulai
berlaku.

Fasal 21

Dalam pelaksanaan FISP di bidang penanaman modal,
gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian
perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal vyang menjadi kewenangan
pemermtah provinsi kepada Kepala TDFFM atau Kepala
PPTST provinsi.

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi  kewenangan pemerintah  provinsi sebagaimana
dimaksud pada avat (1), meliputi:

4. urusan ...
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a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman maodal
vang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dan urusan
pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai pembaglan = urisan
pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, vang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

b. urusan pemerintahan i bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan Femerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan pelimpahan
wewenang kepada gubernur oleh  Kepala BKFM
berdasarkan hak substitusi.

Pasal 22

Jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
medal yvang menjadi  urusan pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 21 ayat (1), ditetapkan
dengan peraturan gubernur.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FTSF FDPPM
atau PPTSF provinsi.

Penerbitan perizinan dan  nonperizinan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan Pedoman Tala Cara
Permchonan Penanaman Modal sesuai dengan petunjuk
teknis untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan vang
ditetapkan melalui peraturan gubernur.

Fedoman Tata Cara FPermohonan Penanaman Modal
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. persyaratan;

b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
¢. Jjumlah hari penyelesaian;

d. biaya;

e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada
Peraturan Kepala BKPM tentany Pedoman Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal.

(6) Pedoman ...
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Pecdoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan
penvederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan,
keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari
kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang
ditetapkan oleh lembaga /instansi yang berwenang.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan
penanaman modal di daerah apabila dipungut biaya harus
memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi
biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Gubernur sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada avat (3), dengan mengacu pada pembaruan Peraturan
Kepala BKFM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan
Penanaman Medal.

Fasal 23

Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan BKPM
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 14 ayat {6).

Penghubung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
di lingkungan BEKPM schari-hari atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan, atau dapat ditempatkan i kantor
perwakilan pemerintah provinsi vang telah ada di Jakarta.

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada avat (1) den
memperhatikan potensi dan realisasi investasi provinsi,

zan
Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain adalah:

a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

b. membantu memfasilifasi penyelesaian berbagai
permasalahan perizinan dan nonperizinan provinsi,

c. memberikan  berbagai  informasi daerah antara lain
peluang usaha, jenis-jemis perizinan dan nonperizinan,
ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra
usaha lokal.

Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), penghubung dapat melaksanakan tugas lain
vang ditetapkan oleh gubernur untuk mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan penanaman modal di provinsi,
antara lain mendapat pendelegasian dari gubernur untuk
menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang
menjadi wewenang, pemerintah provinsi.

(6) Apabila ...



(6)

(1)

(2)

(3)

T

- 2o -

Apabila  gubernur menunjuk penghubung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan
penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Bagian Keempat
Pemerintah kabupaten/kota

Pasal 24

PDKPM selain melaksanakan fungsi FPTSF di  bidang
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3), juga melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman maodal di kabupaten/ kota;

b. mengkaji  dan  mengusulkan  kebijakan  pelayanan
penanaman modal di kabupaten/kota;

c. memberikan  insentif daerah dan/atan kemudahan
penanaman modal di kabupaten/kota;

d. membuat Peta Penanaman Medal kabupaien/Kota;

e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal
asing di kabupaten/kota dengan memberdayakan badan
usaha;

f. mempromosikan penanaman modal kabupaten/kota;

. mengembangkan  sektor usaha  penamunan  modal
kabupaten/kota melalui pembinaan penanaman modal,
anlara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya
saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informast  yang seluas-luasnya dalam
lingkup pelaksanaan penanaman modlal;

G2

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi
permasalahan yang  dihadapi penanam modal dalam
menjalankan  kegiatan  penanaman  modal  asing  di
kabupaten/kota.

Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja
FDKPM sebagal perangkat dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan dacrah.

Fembentukan ataw penyesuaian perangkat daerah yang
menangani penanaman maodal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan
sejak Peraturan ini berlaku.

Pasal 25 ..
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FPasal 25

Dalam pelaksanaan FTSP di bidang penanaman modal,
bupati/walikota memberikan pendelegasian  wewenang
pemberian  perizinan dan  nonperizinan  atas urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yvang menjadi
kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  kepada Kepala
FDEKFM atau Kepala FPTSP kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal  yang
menjach kewenangzan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman
modal vang ruang lingkupnya berada dalam satu
kabupaten/kota dan urusan lainnya vang berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai pembagian
urusan pemerintahan antara Pemervintah, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, menjadi  kewenangan  pemerintah
kabupaten/kota;

b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yvang
menjadi kewenangan Femerintah sebagaumana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan penugasan kepada
pemerintah kabupaten/kota  oleh  Kepala  BKPM
berdasarkan hak substitusi.

Fenugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huri b
dengan memperhatikan pelimpahan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 21 ayat (2) hurui b.

Fasal 26

Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
meodal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.

Fenerbitan  perizinan  dan  nonperizinan  scbaganmana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalu FTSP PDKFPM
atau PPTSP kabupaten/Lkota.

Penerbitan penizinan  dan  nonperizinan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan Pedoman Tata Cara
FPermohonan Penanaman Modal sesuai dengan petunjuk
teknis untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang
ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.

Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. persyaratan ...
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4. persyaratan;

b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
c. jumlah hari penyelesaian;

d. biaya;

e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Fenanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada
Perafuran Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal.

Pedoman Tata Cara PFermohonan FPenanaman Modal
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan
penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan,
keamanan, kesehatan, dan perlindungzan lingkungan dari
kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang
ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang,

Fenerbitan perizinan dan nonperizinan lainnva bagi kegiatan
penanaman modal di daerah, apabila dipungut biaya harus
memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ckonomi
biaya tinggl dan tidak bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota,

Bupati/walikota  sewaktu-wakiu  dapat  memperbarui
Fedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada
pembaruan Peraturan Kepala BKPM Tentanyz Pedoman Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 27

Bupati/walikota dapat menunjuk penghubung dengan BKFM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).

Penghubung sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
sebagal contact person.

Fenghubung sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
bertugas di kantor perwakilan pemerintah provinst atau
perwakilan pemerintah kabupaten/kota vang telah ada di
Jakarta atau di PTSP PDPPM, sehari-hari, atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
memperhatikan potensi dan realisasi investasi kabupaten/
kota.

Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (7), antara lain adalah:

a. membantu ...
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4. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan vang
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

b. membantu memfasilitasi penyelesalan berbagal
permasalahan perizinan dan nonpérizinan kabupaten/
kota;

c. memberikan berbagal informasi dacrah antara lain
peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan,
ketersediaan infrastruktur dan tenaga kepja, dan mitra
usaha lokal.

Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), penghubung dapat melaksanakan tugzas lain
yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk mempermudah
dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal  di
kabupaten/kota, antara lain mendapat pendelegasian dari
bupati/wahkota untuk menandatangani  perizinan dan
nonperizinan fertentu yang menjadi wewenang pemerintah
kabupaten/kota.

Apabila bupati/walikota menunjuk penghubung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan
penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan im
berlaku.

Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP
FDPPM  atau kantor perwakilan pemerintah provinsi di
Jakarta, sesual dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 28

Badan FPengusahaan KFBPB melaksanakan fungsi FTSP
dibidang penanaman modal di KI'BPB.

Pelaksanaan rungst FTSP di bidang penanaman  modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan
izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha
untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha
di KFBFB.

lzin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
Pendaftaran, lzin Prinsip Penanaman Maodal, dan perizinan
teknis yang dipersyaratkan oleh instansi leknus.

(4) Untuk ...
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Untuk memfasilitasi pelaksanaan FTSP KPBPB di bidang
penanaman modal, Kepala Badan Pengusahaan KPBFB dapat
melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala
LPNK, atau gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang
mengeluarkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan i KPBFB.

Selain pelaksanaan fungsi PTSP di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengusahaan
KPBFB:

a. melakukan pengawasan dan melakukan  pengendalian
operasionalisasi FTSP KPBFB; dan

b. menyampaikan laporan operasionahsasi FI'SF KPBPB secara
berkala dan insidental kepada Dewan KFPBPB dan Kepala
BKFM.

Pasal 29

Dalam melaksanakan TSP di bidang penanaman maodal di
KPBEFB, Kepala Badan Pengusahaan KFPFBPE mendapat
pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM berdasarkan hak
subsiitusi, gubcrnur  atau bupati/walikota  sesuai
kewenangannva.

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal  vang
menjadi kewenangan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sebagaimana dimaksud pada ayai (1), meliputi:

a. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 avat (1) yang diberikan pelimpahan
wewenans kepada Kepala Badan Fengusahaan KPBEPB oleh
Kepala BEPM;

b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang diberikan
pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Pengusahaan
KPBPE olch gubernur:

¢. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan pemeriniah kabupaten/kota yang
diberikan pehimpahan wewenany kepada Kepala Badan
Fengusahaan KFBFB oleh bupati/walikota,

Pasal 30

Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala
BKPM, gubernur, bupati/walikota.

{2) Penerbitan ...
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Penerbitan perizinan dan nonperizinan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan
Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sesuai
dengan petunjuk teknis unfuk setiap jenis perizinan dan
nonperizinan vang diletapkan melalui Peraturan Kepala
Badan Fengusahaan KFBTB.

Fedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. persyaratan;

b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan,;
¢. jumlah hari penyelesaian;

d. biaya;

e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Penyusunan Pedoman Tata Cara Fermohonan Penanaman
Maodal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mensgacu pada
Peraturan Kepala BKFM  tentang Pedoman Tata Cara
Fermohonan Penanaman Modal.

Fedoman Tata Cara FPermohonan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan
penyederhanaan  tanpa mengurangl fakior kesclamatan,
keamanan, keschatan, dan perlindungan Iingkangan dari
kegiatan penanaman modal, mengacu kepada siandar yvang
ditctapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang,.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan

P : ; ; b 3 2
penanaman medal di KFBPB, apabila dipungut biava harus
memperhatikan asas kepatutan, tidak menmimbulkan ekonomi
biaya tinggi dan tidak bertentanzan dengan peraturan van

) 23t F b

lebih tingsy, ditetapkan densan peraturan Kepala Badan

a1 v 1%
Pengusahaan KFBPB.

Kepala Badan Pangusahaan KPBPB sewaktu-wakiu dapat
memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan
mengacu pada pembaruan Peraturan Kepala BKPM tentang
Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Bagian Keenam
Kawasan Ekonomi Khusus

FPasal 31

Administrator KEK melaksanakan fungsi FTSP di bidang
prenanaman modal di KEK.

{2} Peluksanaan ...
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Pelaksanaan fungsi FISP di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin
usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk
mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di
KEK.

Izin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
Pendaftaran, Izin Prinsip Penanaman Modal, dan penzinan
teknis yang dipersyaratkan oleh instansi teknis.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP KEK di bidang
penanaman  modal, Kepala Administrator KEK dapat
melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh menteri/kepala
LPNEK, atau gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang
mengeluarkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan di KEK.

Selain pelaksanaan fungsi PTSP di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator KEK:

a. melakukan pengawasan dan melakukan penzendalian
operasionalisas1 FTSP KEK; dan

b. menyampaikan laporan operasionalisast FTSF KEK secara
berkala dan msidental kepada Dewan Kawasan dan Kepala
BKPM.

FPazal 32

Dalam melaksanakan FTSP di bidang penanaman modal di
KEK, Kepala Administrator mendapat  pendelegasian
wewenany darl Kepala BKFM berdasarkan hak substitusi,
gubernur atau bupat/walikota sesual kewenangannya.

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal  yang
menjadi kewenangan PISP KEK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliput::

a. urusan pemerintahan di bidang penanaman meodal yang
menjaci kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 avat (1) yang diberikan pendelegasian
wewenang kepada Kepala Administrator KEK oleh Kepala
BEFPM;

b. urusan pemeriniahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi yvang diberikan
pendelegasian wewenang kepada Kepala Adminisirator
KEK oleh gubernur;

¢. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang
diberikan  pendelegasian wewenang kepada Kepala
Administrator KEK oleh bupati/walikota.

Fasal 35 ..
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Fasal 33

Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala
BKFPM, gubernur, bupati/walikota.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan sesuai
dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
masing-masing jems perizinan dan nonperizinan yang
ditetapkan melalui peraturan Kepala Adnunistrator KEK.

Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi:

4. persyaratan;

b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
c. jumlah hari penyelesaian;

d. blaya;

e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Penyusunan Pedoman Tata Cara Fermohonan Penanaman
Modal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada
Peraturan Kepala BKFM tentang Pedoman Tata Cara
Permohonan Fenanaman Modal.

Pedoman Tata Cara FPermohonan Penanaman Maodal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan
penyederhanaan  tanpa mengurangi faktor keselamatan,
keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari
kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang
ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi keziatan
penanaman modal di KEK, apabila dipungui biaya harus
memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi
biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang
lebih  tingai, ditetapkan  dengan  peraturan  Kepala
Adnumstrator KER.

Kepala  Admimstrator  KEK  sewaktu-waktu  dapat
memperbarul Pedoman Tata Cara Permohonan Fenanaman
Medal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2), dengan
mengacu pada pembaruan Peraturan Kepala BKPM tentang
Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal,

Bagian Ketujuh ...
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Bagian Ketujuh
Pelimpahan dan Fenugasan Urusan Pemerintah

di Bidang, Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah

(1)

(2)

Fazal 34

Pelimpahan wewenang kepada gubernur scbagaimana
dimaksud dalam Fasal 21 ayat (2) huruf b atau Penugasan
kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayal (2) hucuf b, didasarkan atas kualifikasi
PTSP di bidang penanaman modal scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (10).

Pelmpahan  wewenang kepada gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas dekonsentrasi dan
penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pelimpahan wewenang kepada gubernur atau penugasan
kepada bupati/walikeota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan ditetapkan dengzan Keputusan Kepala BKPM.

BABV

FPEMBINAAN DAN EVALUASI FISF DI BIDANG FENANAMAN MODAL

(1)

(2)

Bagian Pertama
Pembinaan dan Fengawasan

Fasal 25

BKPM  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  atas

penyelenggaraan FTSP di bidang  penanaman  modal di

DPPM atau  PPTSP  provinsi, FPDKPM  atau  FPTSP

kabupaten/kota, KFBPB dan KEK untuk:

a. meningkatkan kualifikasinva berdasarkan  tolok  ukur
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4;

b. membina  penerapan  kebijakan pelaksanaan layanan
penanaman modal;

¢. membantu mengupayakan penyelesaian  permasalahan
penyelenggaraan FISF di bidang penanaman modal.

Pembinaan atas penyelenggaraan TSP di bidang penanaman
modal di PDPPM atau PPTSP provinsi, PDKPM atau PPTSP
kabupaten/kota, KPBPB dan KEK sebagaimana dumaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penmgkatan ...



(3)

(4)

(5)

a. peningkatan kompetenst sumber daya manusia tentang
penanaman modal;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada
permerintah daerah tentang pelaksanaan PUSF di bidang
penanaman modal;

c. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PUSP di
bidang penanaman modal.

Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia tentang  penanaman  modal
schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat
pertama, vaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan
aplikasi SFIPISE;

b. pendidikan dan pelatihan  penanaman modal tingkat
lanjuran yaitu pelatihan di bidang pelayvanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal asing dan pendalaman
SPIPISE;

¢. pendidikan  dan pelatihan  penanaman  modal  tingkat
secktoral, vaitu materi pelayanan perizinan  dan
nonperizinan teknis sektoral penanaman modal;

d. pendidikan  dan  pelatthan  kompetensi  pelayanan
penanaman modal yang meliputi pemahaman materi
ketiga jernius pendidikan dan pelatihan di atas.

Dalam hal pembinaan atas penyelenguaraan PTSP di bidang
penanaman madal di FOPFM atau PITSP provinsy, FDKPM
atau FFISF kabupaten/kota, KPBEPB dan KEK sebagaimina
dimaksud  pada  ayat (3) dibentuk Tim  Pembinaan
Fenyelenggaraan FISP di bidang penanaman modal, diketuai
oleh Fejabat Eselon 1 BKPM yang membidangi Felavanan
Penanaman Modal, dan beranggotakan wakil dari
Kementerian Koordinator Bidang; Perekonomian,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan
Aparaur Negara, BKPM dan instansi terkait lainnya.

Tim Fembinaan Fenyelenggaraan FTSP di bidang penanaman
medal sebagaimana dinmaksud pada avar (4) mempunyai
tugas:

a. memantau kinerja penyelenggaraan pelavanan penanaman
modal di FISF PDFFPM atau FPTSP provinsi, PISF PDKPM
atau FFTSF kabupaten/kota, FTSF KPBPB dan PTSP KEK;

b. membimbing pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan

penanaman modal di PTSP di bidang penanaman modal
sesual ketentuan perundangan;

¢. melakukan ...



(6)

(7)

(1)

(2)

c. melakukan  pemetaan  tentang  kondisi  pelayanan
penanaman modal di FTSP PDPFM atau PPISP provinsi,
FTSP FDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, PTSP KPBFB dan
FI'SF KEK;

d. membantu  mengupavakan penyelesaian  permasalahan
penyelenggaraan FTSF di bidang penanaman modal,

Tim Pembinaan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman
modal schagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung
jawab kepada Kepala BKPM.

Tim Pembinaan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
pelaksanaannya:

a. menggunakan metode pembinaan mencakup supervisi,
analisa laporan, pelatihan dan konsultasi teknis: dan

b. melaporkan kegiatan pembinaan penyelenggaraan PISF di
bidang penanaman medal kepada Kepala BKPM secara
berkala.

Bagian Kedua
Evaluasi FI'SF di bidang penanaman modal

Fasal 36

Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja pelayanan
perizinan dan nonperizinan kepada penanam maodal. BKFM
melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan
FISY FDFPM atau TFTSF provinsi, FTSF PDKFPM atau PTTSP
kabupaten/kota, FTSP KPBFB dan PTSP KEK.

Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:

a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri oleh FTSP
FDPFM atau FITSP provinsi, PTSP PDEPM atau PPTSP
kabupaten/kota,  FTSP KPBFB dan FPTSP KEK vyang
bersangkutan:

b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Feriimbangan
FTSP di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM,
mengenai:

1. keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota terkait dengan
penyelenggaraan sementara FTSP; atau

2. pengaduan ...



2. pengaduan penanaman modal mengenal pelaksanaan
PTSP di bidang penanaman modal di FDPPM atau PFISF
provinsi, FDKPM atau PPTSF kabupaten/kota, KPBPB
dan KEK.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan
oleh Tim Teknis Penmilai PTSP di bidang penanaman modal
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Metode evaluasi atas penyelenggaraan FPTSP di bidang
penanaman medal dilakukan dengan:

a. pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan
pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

b. penilaian atas kesesuaian penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta peraturan perundang-
undangan  di bidang  penanaman  medal, dalam
menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

Tim Tekmis Fenilan FTSP di bidang penanaman maodal
melaporkan hasil evaluasi PTSP di bidang penanaman modal
Lepada Tim Penilai PTSP di bidang penanaman modal.

Tim Fenilai FTSP di bidanz penanaman modal selanjutnva
menetapkan tindak lanjut dari hasil evaluasi FIST di bidang
penanaman modal seria melaporkannya kepada Kepala
BKFPM.

Kegiatan ecvaluasi FTSP di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan avat (1) dilakukan
paling lama 3 (higa) tahun sekali.

Bagian Ketuiga

Penyelenggaraan Sementara Kewenangan Pelayanan Perizinan

(1)

(2)

di Bidang Penanaman Medal

Pasal 37

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran IKM dan penilaian
atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penanaman modal sebagaimana dunaksud dalam
Pasal 36 ayat (4), Kepala BKFM dapat menyelenggarakan
sementara kewenangan Pemenntah yang telah dilimpahkan
kepada gubernur  atan  ditugaskan  kepada pemerintah
kabupaten/kota.

Froses penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:

a. apabila ...



a.

by

e.

apabila laporan evaluasi menyimpulkan PISP di bidang
penanaman modal kurang baik atau tidak baik, diberikan
teguran tertulis untuk memperbaiki kinerja pelayanan dan
penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penanaman meodal,

apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali tezuran tertulis yang
masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh)} hari, FTSP
di bidang penanaman modal tidak menunjukkan perbaikan
kinerja pelayanan, Tim Penilai melakukan penilaian ulang
terhadap kualifikasi PTSP di bidang penanaman moedal;

. bentuk surat teguran tertulis scbagaimana dimaksud pada

huruf b sehagaimana tercantum dalam pada Lampiran VI;

.apabila hasil penilaian ulang menyimpulkan bahwa

peringkat kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal
turun dari kualifikasi bintang 4 (empat) ke kualifikasi
bintang vyang lebih rendah atau menjadi  belum
terkualifikasi sebagai kategori PTSP i bidang penanaman
maodal,

1. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman modal di FTSP PDPPM atau PFTSP provinsi,
vang merupakan urusan Pemeriniah vang dilmpahkan
kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf b, Kepala BEPM, sesuai dengan
kewenangannya iatau atas persetujuan menteri
teknis/kepala LPFNK yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
maedal, untuk sementara wakiu menyelenggarakan
perizinan dan nonperizinan tersebut;

2. pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  bidang
penanaman modal di FTSF FDEFM  atau PFISP
kabupaten/kota, yang merupakan urusan Pemerintah
yang, ditugaskan kepada bupati/walikota scbagaimana
dimaksud dalam PFasal 25 ayat (2) huruf b, Kepala
BKPM, sesuai dengan  kewenangannya atau  atas
persetujuan menteri teknis/ kepala LPNK yang menuliki
kewenangan penzinan dan nonperizinan di bidang
penanaman  modal,  untuk  sementara waktu
menyerahkan kewenangan tersebut kepada gubernur
guna menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan
tersebul.

mekanisme  lebih  lanjut  tentang  penyelengzgaraan
sementara  penerbitan  perizinan  dan  nonperizinan
sebagaimana dimaksud huruf d angka 1, serta huruf d
angka 2 yang juga tidak mampu dilaksanakan Gubenur,
diatur pada Peraturan Presiden tentang Pembinaan dan
Fenyelenggaraan Sementara oleh Pemerintah.

Fasal 358 ...



(1)

(2)

(1)

(1)
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Fasal 38

Fenyelenzgaraan sebagaimana dimaksud dalam FPasal 37 ayat
(2) huruf d bersifat sementara sampai penyelenggara FTSP di
bidang penanaman modal mampu melaksanakan pelayanan
perizinan  dan  nonperizinan  sesual kualifikasi yang
ditetapkan.

Setelah BKPM miclakukan pembinaan dan hasil penilaian Tim
Penilai menyimpulkan bahwa TTSP PDPPM atau PPTSP
provinsi, FTSP PDKPM atau PPTSP kabupaten/kota telah
mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan
sesuai  kualifikasi  yang  ditetapkan, penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala BKPM
diberikan  kembali kepada gubernur atau  kepada
bupati/walikota.

'asal 39

Dalam  hal pemerintah  provinsi atau  pemerintah
kabupaten/kota vyang bersangkutan berkeberatan atas
penyelenggaraan sementara sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf d. pemerintah provinsi atau
pemerintah  kabupaten/kola vyang bersangkutan dapat
menyvampaikan keberatan kepada Tim Pertimbangan TSP di
bidang penanaman moedal yang dibentuk oleh Meniers
Koordinator yang membidangi perekonomian, schagaimana
dimaksud dalam FPasal 18 FPeraturan Presiden Nomor 27
Tahun 2009.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada
Kepala BKPM.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
dikeluarkannya keputusan penyelenggaraan sementara
dimaksud.

FPasal 40

Bagi PDFPM atau FPFISP provinsi yang belum siap
melaksanakan kewenangan perizinan dan nonperizinan,
penyelenggaraan sementara kewenangannya dilakukan oleh
TSP BKPM sesuai pernyataan gubernur yang bersangkutan.

(2) Bagi ...



(2)

Bagi PDKPM atau FFTSP kabupaten/kota yang belum siap
melaksanakan kewenangan perizinan dan nonperizinan,
penyelenggaraan sementara kewenangannya dilakukan oleh
FDPPM  atau  TFTSP  provinst  sesual pernyataan
bupati/walikota vang bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN FTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

(1)

(3}

(4)

(5)

(1)

Baglan Pertama
Permohonan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 41

Permohonan perizinan dan nonperizinan di  bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 16 ayat (1) diajukan
kepada FTSP BKPM.

Permwohonan  perizinan  dan  nonperizinan di  bidang
penanaman modal vang menjadi kewenangan Femerintah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (2)
diajukan kepada PTSP PDPPM atau PPTSP provinsi.

Permohonan penzinan dan nonperizinan  di bidang
penanaman medal yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota scbagaimana dimaksud dalam Fasal 25 ayat
(2) digjukan kepada FPTSP FDKPM atau  PFISP
kabupaten/kota.

Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman modal yang berlokasi di KPBPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan kepada FISP
KFBFPE.

Permohonan  penzinan dan  nonperizinan  di bidang
penanaman modal yang berlokasi di KEK sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 31 ayat (1) diajukan kepada FTSP KEK.

Fasal 42

Penanam modal yang memerlukan fasilitas fiskal, insenlif,
dan kemudahan lainnya vyang menjadi kewenangan
Pemerintah permohonannya diajukan kepada PTSP di bidang
penanaman modal di BKPM.

[2):Jenis ...



(1)

(4)

(1)

(2)

(3)

Jenis dan tata cara permohonan fasilitas fiskal, insentif, dan
kemudahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKEM,

Fazal 43

Penanam modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau
kemudahan penanaman modal di daerah di luar KPBFB dan
KEK, permohonannya diajukan kepada FTSP PDFPM atau
PPTSP provinsi, PTSP PDKPM atau PFTISP kabupaten/kota
sesuai kewenangannya.

Tata cara permohonan dan pemberian insentif daerah
dan/atau  kemudahan penanaman modal di  daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur tersendir
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pemberian insentif daerah dan/atau kemundahan penanaman
modal di daerah.

Penanaman maodal berlokasi di KPBFB dan KEK vang
memerlukan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal di KFBPB dan KEK, permohonannya diajukan kepada
FTSF KPBFE dan FTSP KEK.

Tata cara permohonan dan pemberian insentif dan/atau
kemudahan penanaman meodal di  KFBFB dan KEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 44

Pelayanan perizinan dan nonperizinan di FTSP di bidang
penanaman meodal menggunakan mekamsme rfront office
(FO) dan back office (BO).

Penanam medal dapat mengajukan permohonan perizinan
dan nenperizinan penanaman modal secara manual atau
melalui SPIPISE kepada FTSF BKPM, FTSP PDFPPM atau PFTSP
provinsi, FTSP FDKPM atau PPTSP kabupaten/kota, FTSP
KPBFB dan FISF KEK sesuai dengan kewenangannya.

Fermiohonan penanaman modal secara manual dan melalui
SPIFISE scbagaimana dimaksud pada avai (2) diatur tersendiri
dengan Feraturan Kepala BKFM.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 45

Penerbitan perizinan  dan  nonperizinan sebagaimana
dimalksud dalam Fasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang
lengkap dan benar.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan terkait dengan fata
ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan
kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan
peraturan  perundang-undangan, dapat dikecualikan dari
batas wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

asal 46

Penerbitan  perizinan  dan  nonperizinan yang  telah
dilimpahkan oleh menteri/kepala LPNK kepada Kepala BKPM
dan dilayani di PTSP BKPM tidak dipungui biaya, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penerbifan perizinan dan nonperizinan vyang telah
dibmpahkan oleh Kepala BKPM  kepada gubernur dan
dilayani di FTSF PDPPM atau PPTSF provinsi serta vang telah
ditugaskan Kepala BKPM kepada bupati/walikota dan
dilayani di FUSP FDKPM atau FFISP kabupaten/kota, tidak
dipungut biaya, kecuali ditentukan lamn oleh peraturan
perundang-undangan.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah
dilimpahkan atau didelegasikan oleh Kepala BKPM, gubernur,
bupati/walikota kepada:

a. Kepala Badan Pengusahaan KFBFB dan dilayani di FTSF
KPBFB;

b. Kepala Administrator KEK dan dilavani di PTSF KEK,

tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan
perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan urusan pemerintahan
di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan
Pemerintah, tetap menjadi penerimaan Pemerintah dan
diserahkan kepada kementerian/LPNK sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang  penerimaan
negara bukan pajak.

BAB VII ...
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BAB VII

FELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Fertama
Felayanan Informasi

Pasal 47

(1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi
terkait penanaman modal di FTSP BKPM, FTSP POFPPM, FITSF
provinsi, FTSP FDKPM, PPTSP kabupaten/kota, FISP KPBFB
dan FTSF KEK.

(2) Pelayanan informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
berupa:

a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan
nonperizinan vang terkait penanaman modal;

b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain:

1.

ot

G.

=]

2

10.

peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal;

potensi dan peluang penanaman meodal;

daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha
vang terbuka dengan persyaratan;

jenis, tata cara proses permohonan, bayva, dan wakin
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

tata cara pencabulan perizinan dan nonperizinan;

tata cara penyampailan laporan kegiatun penanaman
modal;

tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman
modal;

data referensi yang digunakan dalam pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman moedal;

data  perkembangan penanaman medal, kawasan
industri, harga unlitas, upah, dan tanah;

informast  perjanjian  infernasional di  bidang
penanaman modal.

Bagian Kedua ...



(1)

(2)

(3}

(1)

(1)

(2)

(1)

-4

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 48

Penanam modal yang tidak puas atas pelayanan cdi FTSP
BKPM, FTSP FDFPM atau PPTSP provinsi, PTSP PDKPM atau
PPISP kabupaten/kota, FTSP KPBPB dan FTSP KEK, dapat
menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPM, Kepala
FDPPM atau Kepala TPPTSF provinsi, Kepala FDEPM atau
Kepala PFTSP kabupaten/kota, Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB dan Kepala Administrator KEK yang bersangkutan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melaln  layanan pengaduan {(Aelp desk)
penanaman modal yang tersedia.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapal
dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan
sarana elekironik lainnya, atau melalui kotak pengaduan
yang iersedia.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan dengzan batas
waktu yang ditentukan.

FPasal 49

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau penanam modal
tidak puas atas tanggapan yang diberikan, penanam modal
dapat menyampaikan  pengaduannva  kepada | Tim
Pertimbangan FTSF di bidang penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Fengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala
BKPM,  gubernur.,  bupati/walikota, Kepala  Badan
Pengusahaan KPFBYB dan Kepala Administrator KEK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di bidang
penanaman medal di BKPM  dibebankan pada Angzaran
Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.

(2) Biaya ...



(1

(5)

(6)

(1)

Biava yang diperlukan untuk pelaksanaan PISP di bidang
penanaman modal di PDPPM atau PFTSP provinsi dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provins: yang
bersangkutan.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan FISP di bidang
penanaman modal di FDKPM atau PPTSP kabupaten/kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
kabupaten/kota yang bersangkutan,

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan FISP di budang
penanaman modal di KPBPB dibebankan pada Anggaran
Badan Pengzusahaan KPBFB yang bersangkutan.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan FISP di bidang
penanaman modal di KEK dibebankan pada Anggaran
Administrator KEK yang bersangkutan.

Biaya yang diperlukan penghubung dalam pelaksanaan fugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 ayat (3),
Fasal 23 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (5) dan ayat
(6), dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi
yang menugaskan.

BAB IX
FELAPORAN

Bagian Pertama
Laporan Penyelenggaraan FTSP

Fasal 51

Laporan penyelenggaraan PTSF di bidang penanaman maodal
secara nasional disampaikan kepada Presiden setiap tahun
paling lambat bulan April tahun berikutnya menggunakan
format Laporan  Ferkembangan  Penanaman  Modal
sebagaimana tercanium dalam Lampiran VI, dengan
termbusan menteri tekmis/kepala LPNK yanz membina wrusan
pemerintahan di sektor atau bidang usaha penanaman modal.

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala FDFPM atau Kepala FPPTSP provinsi
menvampaikan laporan penyelenggaraan I'TSF di provinsi
masing-masing kepada Kepala BRKPM menggunakan bentuk
laporan sebagaimana dalam Lampiran VIIT dengan tembusan
gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan
Kepala BKFM kepada Presiden.

(3) Dalam ...
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(3) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala PDKPM atau Kepala FFTSP
kabupaten/kota menyampaikan laporan penyelenggaraan
FISP di kabupaten/kota masing-masing kepada Kepala
FDPFM atau Kepala PFTSP provinsi menggunakan bentuk
laporan sebagaimana dalam Lampiran IX dengan tembusan
bupati/walikota, paling lambal 1 (satu) bulan sebelum
laporan Kepala PDPFM atau Kepala PPTSP provinsi kepada
Kepala BKPM.

(4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan Pengusahaan KFBFB
menyampaikan laporan penyelenggaraan PISF di KPBPB
kepada Dewan KFPBPB dan Kepala BKPM mengzunakan
bentuk laporan sebagaimana dalam lampiran IX, paling
lambai 2 (dua) bulan sebelum laporan Kepala BKPM kepada
Presiden.

(5} Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Administrator KEK menyampaikan
laporan penyelenggaraan PTSP di KEK kepada Dewan
Kawasan dan Kepala BKFM menggunakan bentuk laporan
sebagaimana dalam Lampiran IX, paling lambat 2 (dua)
bulan sebelum laporan Kepala BKPM kepada Presiden.

{6) Penyusunan laporan penyelenggaraan FISP di  bidang
penanaman maodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon 1 BKFM  yang
mermbidang) Felavanan Penanaman Medal.

Bagian Kedua
Laporan Data Ferizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 52

(1) Dalam hal belum adanva SPIPISE, laporan secara berkala
dilakukan dengan cara memfaksimili setiap Pendaftaran
FPenanaman Modal/lzin  Frinsip Penanaman  Modal/lzin
Usaha vang diterbitkan oleh:

a. Kepala PDFFM atau Kepala FFTSP provinsi kepada Kepala
BKPM;

b. Kepala ...
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b. Kepala PDKPM atau Kepala PFTSP kabupaten/kota kepada
Kepala PDPPM dengan tembusan kepada Kepala BKFM;

¢. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB kepada Kepala BKPM,;
d. Kepala Administrator KEK kepada Kepala BKPM.

(2) Dalam rangka mempercepat pengumpulan data penanaman
modal secara nasional, atas penerbitan setiap Pendaftaran
Penanaman Modal/lzin Prinsip  Penanaman  Modal/lzin
Usaha oleh Kepala PDPPM atau Kepala PPTSP provinsi, Kepala
FDKPM atau Kepala PFTSP kabupaten/kota, Kepala Badan
Pengusahaan KPBPE dan Kepala Administrator KEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data penanaman modal
dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala BKPM.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
bentuk laporan sebagaimana dalam lampiran X dan
Lampiran XL

(4) Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data
penanaman maodal dilakukan secara otomasi (on-/ine).

Pasal 53

Ketentuan mengenai Laporan Kegiatan Tenanaman Modal oleh
penanam modal diatur tersendin dengan Peraturan Kepala BRPM.

BAB X
KQOEDINASI FENYELENGGARAAN FISP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 54

Dalam  rangka koordinasi penyvelenggaraan  kebijakan  dan
pelayanan penanaman modal di PISF di bidang penanaman modal,
BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPNK,
PDPPM atau PFTST provinsi, FDKPM atau PPTSP kabupaten/kota,
Badan Pengusahaan KPFBFB dan Administrator KEK.

BAB XI .



-

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 55

(1) Perizinan dan nonperizinan yang telah diperoleh dari
Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyvatakan
tetap berlakn sampai dengan berakhirnya perizinan dan
nonperizinan terscbut dan dapat diperpanjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2Z) Penanam modal vang sebelumnya telah memperoleh
perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), vang membutuhkan perizinan dan nonperizinan
lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada FTSF BKFM,
FTSP FDPFM atau FPTSP provinsi, PI'SPF PDKPM atau PPTSF
kabupaten/kota, FTSF KPBPB dan FISP KEK sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Kualifikasi penyelenggara I'TSF di bidang penanaman modal
vang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BKFM Nomor
11 Tahun 2009 disetarakan dengan acuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini adalah sebagai berikut:

a. Bintang 5 setara dengan Bintang 4:
. Bintang 4 setara dengan Bintang 3;
Bintang 3 sciara dengan Bintang 2;

. Bintang 2 dan 1 setara dengan Bintang 1;

o pp o

Non-Bintang setara dengan kategori belum terkualifikasi
sebagal PISP di bidang penanaman modal.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKPM ini, maka Peraturan
Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 ientang Tata Cara
Pelaksanaan, Fembinaan, dan Pelaporan Felayanan Terpadu Satu
Fintu di Bidang Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 57 ...
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Pasal 57
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Feraturan ini dengan penempatannya dalam Derita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

KEFALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA TRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada fanggal 20 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANLISIA
REFUBLIK INDONESIA,

ttel.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA RETUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Fcratu:an Fer und.mg 1.ndang¢m,
] a




KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DATTAR LAMFPIRAN PERATURAN KEPALA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 6 TAHUN 2011
TANGGAL 18 JULI 2011

NO.

LAMPIRAN

[£%

=

Lampiran 1 _7

lLampiran I

Lampiran I11

Lampiran IV

o

Entorcement of Foreggn Arbitral Awards/New York

JUDUL

enilaian Standar Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu |
Pintu (FTSP) 121 Bidang Penanaman Modal

Fedoman Pengisian Penilaian  Standar Kualifikas
Pelavanan Terpadu Satu FPintu (FTSP) 1M Bidang
Penanaman Moxlal ,

Dokumen Fendukung Penilaian  Mandin (’Fcrﬁ'(
Assessment) Pelayanan Terpadu Satu Pintu D1 Bidang l
Penanaman Modal ‘

Daftar Negara-Negara Asal Modal Asing Yang
Didasarkan  Fada Perjanjian  Yang Dibuat Oleh
Pemerintah Dan Pemerintah Negara-Negara Lain:

A, Pepjanjian Ferlindungan  dan  Peningkatan |

Fenanaman Modal/P4M (Agreentent on Fromofion
and Frotection of mvestiment). ,
B. Persetyuan Penghindaran Pajak Berganda/F3B ,
(Tiax Treany);

Ferjanjian  Regional  ASEAN  terkait hic‘.an_-g;’
Penanaman  Modal  (ASEAN  Comprediensive
fnvestment  Agrecment/ ACIA,  ASEAN-Australia |
New Zealind Free Trade Agreement/ AANZ TTA,
ASEAN-Korea  Investnent  Agreement,  ASFAN- ,
China Investment Agreement;

1

. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia (Agreerment Establishing The World Tr:’m’c’
Qeganization/ WTQ),

E. Konvensi/Ferjanjian Internasional terkait
Penyelesaian Ferselisthan antara Negara dan
Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal
(Convention on the Settlement of Investment
Disputes between Stafes and Nationals of other
States /TCSID, Corvention on the Recognition and

S

HALAMAN

1-9

1-19

]2

]




S S S S S S S

Convention), '

| F. Konvensi/FPerjanjian Internasional Pembentukan
Mulularteral Investinent Guarantee Agency (MIGA)

5. | LampiranV Pedoman Pelavanan Frima Dan Pengukuran Indeks 1-14
| Kepuasan Masyarakat (IKM) FTSP Di  Bidang
l Penanaman Modal

6. | Lampiran VI Bentuk Surat Teguran Tertulis 1-4

7. | Lampiran VII | Bentuk Format Laporan Kepala BKPM Kepada Presiden jug
’ Republik Indonesia Tentang Perkembangan Penanaman

Modal Secara Nasional

PROVINSL, FTSF KFBFB, PTSP KEK Kepada Kepala BKPM
tentang Penyelenggaraan FTSP di Bidang Penanaman
Meodal di Provinsi dan di Kawasan Ekonomi Khusus/ |
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;

8. f Lampiran VII1 | Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDIPFM atau PPTSP 1-10
|
|

9. | Lampiran IX Bentuk laporan Tahunan Kepala FDKFM atau Kepala 1-9
FPISP Kabupaten/Kota kepada Kepala FDFPM atau
Kepala PFTSF Provinsi tentang Penyelenggaraan FTSF di|

Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

10. | Lampiran X Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM atau FPTSP 1-6
FROVINSI, TSP KPBPB, FISP KEK Kepada Kepala BKPM |
" tentang Data Fenanaman Modal di Provinsi/ Kawasan|
Ferdagangan DBebas dan Pelabuhan Bebas/Kawasan,
I Ekonomi Khusus ;

I
r
|
l
|
|
|
11. | Lampiran XI Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKFM  atau I{f:p:ﬂa; 1-6

FFTSP Kabupaten/Kota kepada Kepala FDFPM atau|
Kepala PFTSP Provinsi tentang Data Fenanaman Modal
’ di Kabupaten/Kota

r
i
:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
ttdl.

GITA IRAWAN WIRJAWAN




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BKPA
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULT 2011

PENILATAN STANDAR KUALIFIKASI
FELAYANAN TERPADU SATU PINTU (FTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL

A. IDENTITAS

Instansi penyelengzara FTSP di bidang
penanaman modal

Alamat

Telepon dan Faksimili

E-mail

MNama pimpinan

B. ASPFEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

T. kcrmpetcnm Penanaman Modal

Rentan Hasil
IN—T Indikator Penilaian  —— e - S Nﬂm_jl Penilaian
T [P Pengctahuan FTSPDi | a > §0% ber-Seruifikat; | 20 l ‘4
Bidang Penanaman b = 60% - 80% ber-Sertifikat; ; 16 | ’
| Medal Tingkat Pertama | ¢ > 40% - 60% ber-Sertifikat; | 12 ;
| id > 20%- 40% ber-Sertifikat; | § | |
I [e = 20% ber-Sertifikat: ; a | |
| 2| Pengetahuan PTSF Di Ta"‘ﬁfﬂ:’—bﬁ_ Sevtiikat, | 20 | |
I | Bidang Fenanaman b > 60% - 80% ber-Sertifikat; ; 16 ! l
I Modal Tingkat ¢ > 40% - 60% ber-Sertifikat; | 12 f }
l Lanjutan” d > 20% - 40% ber-Sertifikat; | 8 |
. s ___le = 20% ber-Sertifikat; __L 4 { it e |
3 | Pengetahuan PTSP Di a > 80% ber-Sertifikat; [ 20 | |
Bidang Penanaman b = 60% - 809% ber-Sertifikat; { 16 { [
Modal Sektoral® { c > 40% - 60% ber-Sertifikat; | 12 |
| , [d = Z20% - 40% ber-Sertifikat; : 8 ’ !
I ’ le < 20% ber-Sertifikat; | 4 [
¥ i | Kompelensi PISPDi |2 > 80% ber-Serhifikat, e
I Bidang Penanaman z b > 60% - 80% ber-Sertifikat; | 32 | !
; | Modal* [€ > 40% - 60% ber-Sertifikat; ; 24 |
| d > 208% - 40% ber-Sertifikat; | 16 |
Pt a0 e fe <20% ber-Sertifikat; (-

] Jurmilah f {

“catatan: ditetapkan sebagai Indikator Penilaian pada tahun 2014.

1. Kompetensi ...



Il. Kompetensi Pengelolaan

P R S T T  Hasil
No {tldlkdlor Pepilaian —————— 7T < S TN_ﬂ?ti_J F’emllu;l-l_}
— 1P e A PR T Bl v I AR
1 Pangalaman SDM |a > 80% sesuai 30
b > 60% - §0% sesuai 24
¢ > 40% - 60% sesual 18
{ d > 20% - 40% sesuai 12
s T_a_ < 20% sesnai ﬁ'—-—,ﬁ. o s
| Spesialisasi SDM a > 80% sesuai Z5
b > 60% - 80% sesuai 20
c > 40% - 60% sesual 15
d > 20% - 40% sesuai 10
e < 20% scsuai 5
,!_:% | Kemposisi SDM _TLn 100 % Aparatur daerah (PNS); 25 ¥
L_ _L_ b Ada honorer atau outsourcing, Q ]
| 4 | Penguasaan Bahasa |a > 80% ber-Sertifikat; 20 %
| | Asing b > 60% - 0% ber-Sertifikat; 16 |
. ¢ > 40% - 60% ber-Sertifikat; 12 |
’ ‘ d = 20% - 40% ber-Sertifikat; S |
hs, l e < 20% ber-Sertifikat; | 4 ‘ |
| __Jumlah 3

Ill. Pengalaman Pengelolaan layanan

;—Hu Indikator Penilaian t— e Rﬁ_!.lmng .. H?S}.l,
| iteria Li\hlm Ferulaian
| 1 | Pengalaman Penanaman ;a4 tahun; 160
[ Modal b 3 tahun; 45
} ¢ 2 tahun; ’ 30 |
d | tahun: | 15
,F—§ Tﬁ:@ﬂﬁ?ﬂ@ﬂﬁ*,z‘ Ei_iﬂﬁnf— sl ¥ -10 J’___ s
| | Penanaman Modal b 3tahun; 0 |
[ ¢ 2 tahun; | 20 | ;
! { __Ld 1 tahun, { H."!'j -
[ Jumlah

CoAspek ..



C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)
I.  Otomasi Layanan
s — -
Mo Indikator Penulaian  (— , ,Rt'r.ﬂ% ) Hasil |
s e Kriteria | Nilaj | I-emlman
1 | Otomast Froses Layanan |a > 30% OCtomast, 130 [
{Non-SPIPISE) b > 60% - 80% Otomasi; 24 |
¢ > 40% - 60% Otomasi; | 18 |
d = 20% - 40% Otomasi; 1
L e < 20% Otomasi; i S
2 | SPIPISE” a > 80% SPIPISE; n:a [
b > B0% - 80% SPIPISE; 56 f l
¢ > 40% - 60% SPIFISE; 12| I
d > 20% - 40% SPIPISE; 28 , ‘
L __|e = 20% SPIPISE; 14 1

L Jumilah

*Catatan: ditetapkan sebagai Indikator Fenilaian pada tahun 2013

1. Komposisi Ruangan
e , s & e ntanyg asil |
| No ’ Indikator Fenilajan | Kn:zvr!i‘it e N“ﬂilpﬂ:.lii;:,im
1 | Ruang Tunggu [a  Memmliki 20 |
b Tidak 2 |
| 2 | Ruang Help Desk a Memihk =St 20 l
b Tidak 0 |
3 | Ruang Layanan (Front a  Memiliki 20 N
Office) b Tidak 0 ‘ _‘
| 4 | Ruang Pemrosesan (Back |a  Memiliki i .'ZD_“]_ o
L Office) !b Tidak s o | ,
l Ruang/Tempat Arsip [a  Memiliki 20 , _—5
L | Tidak i B
, Jurnlah [

1l Sarana ..



II. Sarana Kerja
. ) g Hentang Hasil
Nﬁ, Indikator Penilaian e Nilai | Penilaian
1 | Komputer a  Memibki 20 |
b Tidak 0
| 2 [Jaringan Internct la  Memliki 20
| b Tidak 0
3 | Telepon/Faksimili a Memilik 20
: b Tidak - 0 |
' 4 | Mesin Pengganda a  Memhki 20
l Dokumen b Tidak 0
| 5 | Printer |2 Memiliki | 20 | ]
tb Tidak Q
L1 4= i b ]
, Jumiah ]
IV.  Media Informasi
| . ' E: l asi
[ No , Indikator Penilaian , !{rifiuf: s (Nila Ip -Ix—::i?il'm
Lol ¥ ishidl | berillald
i 1 | Tanda Arah Lokasi [a  Memiliki | 25 | ‘I
| | Kantor | b Tidak ‘ 0 [ ,
',. 2 | Papan Nama Kantor ] a  Memnliki | 25 ,
! | b Tidak I
’ 31 Petunjuk (Fanduan) ‘l a  Memiliki ’ 25 }
Layanan b Tidak Q
] 4 | Leaflet/Brosur Jenis la  Memuliki ] 25 ]
.| layanan b Tidak | o |
| Jumlah ,

D. ASFEK ...
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D.  ASPEK KELEMBAGAAN

1. Kinerja
e s £
rHc:n Indikator Fenilaian - .R{ﬂ}mﬂg ——-J P Hfﬁl.l
| A5 __ Kriteria Nilai | Penilaian
1 | Metode Anirian la memiliki 20
i : _‘_h_ tidak 0
2 | Kemampuan Pelayanan |a > 80% sesuai standar; 40
b = 0% - 80% sesuai standar; | 32
¢ > 40% - 60% sesuai standar; | 24
d > 20% - 40% sesuai standar;, | 16
e < 20% sesual standar; 1 8 | 7
3 | Pembiayaan Layanan a > 80% bebas biaya; 40 [___
| b > 60% - 80% bebas biaya; | 32 |
¢ > 40% - 60% bebas baya; ’ 24
d >20%- 40% bebasbiaya; | 16 |
. ¢ = 20% bebas biaya; l 5 |
| __Jumiah =

II. Kewenangan

T |

: DAL RS Rentang Hasil
1_1\0 ! Indikator Penilaian — Erneria . i Nilai | Penilaian |
1 | Kapasilas FI'SP a > 30% dilavani oleh PTSF; I 50 | T
| b > 60% - 80% oleh PTSF; | 40
] ¢ > 40% - 60% oleh FTSF; | 30
d > 20% - 40% oleh FTSF; 20
e = 209% dilayani oleh T'TSP; J 10
2 | Legalitas TSP a > 80% ditetapkan Perda; ’ 20
b > 60% - 80% ditetapkan Ferda; 16
¢ > 40% - 60% ditetapkan Perda; ' ¢
d > 20% - 40% dinetapkan Ferda; , 8
e < 20% ditelapkan FPerda; 2o ,
'L? Kapabilitas PTSP a > 80% oleh Ka PTSF; 1 30
| b > G60% - 80% Ka PTSP, ’ 24
¢ > 40% - 60% Ka PTSP; | 18
d > 20% - 40% Ka PTSP; l 12
| | e = 20% oleh Ka PTSF; | G |
| Jumlah | [

HI. Inicgritas ...



II.  Integritas
L] ; N Rentar tasil |
}rNL" lndikator Penilaian ] Kritcriai e —-TNHHH %l
1 | Standard Operating | a > 80% dilayani ber-SOF; 30 Ay
Ffrocedures b = FD.-’-;I - 80% ber-SOF,; 24
¢ > 40% - 60% her-SOF; 14
1 d > 20% - 40% ber-SOF; 12
1 O r;- =2 nb-!,l SOP_‘I _ 6 | o
2 | Komunikasi — |a > 80% dikomunikasikan; 30
Birokrasi b > 60% - 80% dikomunikasikan; 24
¢ > 40% - 60% dikomunikasikan; 18
d = 20% - 40% dikomunikasikan; 12
g B 9!2}"‘-’ dikomunikasikan; 6 o
3 ' Kesesuaian dengan | a > 80% telah sesuai; | 40
i ’ SOF Pusat b > 60% - 80% telah sesuai; [ 32 ’
c > 40% - 60% telah sesuay; , 24
| d > 20% - 40% telah sesuai; 16 ‘ I
!__ < 20% telah sesuai; ___’ & |
Jumiah =
V.  Sohditas
T e e Rentang I Hasil
1 vy benpe ; ’
No | Indikator Hmiamti Kriteria [ Nilai ‘ Penilaian
[1 | Penyelesaian ' ] @ > SL % selesai; | 50
Masalah b 60% - 80% selesai; [ 40
c = 40% - B0% selesar; I 20
l d > 20% - 40% selesai; 20
- , ¢ = 20% sclesai; 10
2 | Kemampuan | a > 80% selesai; 50 | o
, Penyelesaian | b = 60% - 80% selesar; 10 | ,
, c = 40% - 60% selesar, 30 ,
l ] d > 20% - 40% selesan; | 20 , }
. T‘_ < 20% selesaiy | gy ]
Jumlah —

V. Kesinambungan ...



V. Kesinambungan (Susfainability

T i - o
No | Indikator Penilaian ]r-— e RFH L S, Pl
| Kriteria | 1\ Fenilaian
| | Pengakuan kualitas |a Sangat Baik (81,26 - 100) ,
Indeks Kepuasan b Baik (62,51 - 81,26) 56 |
Masyarakat (IKM) ¢ Kurang Baik (43,76 - 62,50) 42
d Tidak Baik (25,00 - 43,75) 28
e Tidak berpredikat (< 25,00) 14
Belum melakukan survey 0 | =
2 | Penjaringan Umpan |a > 4 tahun; 30
Bahk Eksternal b > 2-4 tahun; 20
¢ = Ztahun; 10
|d  Belum melakukan - 0 | bl
| Jumlah
V1. Tanggung Jawab (Responsibulity)
. ‘ — g ,
l No ’ Indikator Penilaian L Kr.te!‘lit.ntaug T Nil Pe}:.llﬁilil'm
,___,_ ki - iteria ___,_11;11_’___<~
1 | Help Desk [ a :Ada petugas Help Desk | 20 |
_] l b Tidak Ada | O
] Mebkanisme % a Ada Mekanisme Pengaduan [ 20 ,
Penanganan :
b Tidak Ada ( o |
| iPeaduny | ——
3 | Formulir Pengaduan |a Ada Form Pengaduan l 20
i b Tidak Ada [ 0
b Tidak Ada '
l ) Q0 j[ .
n, ’ Deadline Jawaban ’ a Ada Batas Wakiu Jawaban , 20 ]
L Pengaduan b Tak Ada 5 _
Jumlah |

VII. Tanggung ...



VII. Tanggung Guzal (Akuntabilitas)
| . = Rentang, | Hasil |
Ne | Indikator Pemlaian riteria Nilai | r.?en daian _]
1 | Fungsi FTSP a Menyatu dengan instansi 70
Penanaman Medal
b Belum menyatu dengan 10
instansi Penanaman Modal
2 | Dasar Hukum a Peraturan Daerah 30 g
Leintbags FIoP Peraturan Kepala Daerah 20
¢ Surat Keputusan Kepala 10
k: Daerah |
| Jumlah |
E.  REKAFITULASI FENILALAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

N

Komponen

Kompetensi Penanaman Modal

Kompetensi Pengeloaan

Fengalaman Pengelolaan Layanan

__‘{‘ Nila:
S

—

o] ) )

Jumlah Nilai Komponen

BREREE

F.

o
T
2

Nilai Rata-Rata |
-

L1

REKAFITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

Komponen

Milai

] Otomasi Layanan

| Komposisi Ruangan

3

| Sarana Kerja

Lfi ‘ Media Informasi

e e
Jumlah Nilai Komponen | ’

Nilai Rata-Rata | '

G. RERAPTTULASI ...



G. KEKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN

’F_Na Komponen ' Nilai ]
|1 | Kinerja | R
2 | Kewenangan
3 | Integritas ] ]
et = -
1 Soh_dltﬂs i |
5 | Kesinambungan (Sustainability)
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) .
7 | Tanggung Gugat (Akuntabilitas) |
Jumilah Nilai Komponen .
Nilai Rata-Rata B
—
[I. LEMBAR PENILATAM KUMULATIF KUALIFIKAS]
PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI
! - i ]
NILAI RATA-RATA MNILAT AKHIR
i o . :
NQ ASFEK KUALIFIKASI L ASPEK , BEOBOT ASPEK
1 [ SUMBER DAYA 50%
| MANUSIA | ¥ TR S
2 | SARANA DAN ] 25% ,
PRASARANA | l ;
| 3 | KELEMBAGAAN | | 25% |
{ TOTAL | 100% | |
......... TLTRRIL 4 o
ticd

Tandatangan Fimpinan Penyelenggara PTSP
Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

tted.

GITA IJRAWAN WIRJAWAN
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PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULL 2011

PEDOMAN FENGISIAN
PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP ) DI BIDANG PENANAMAN MODAL

A. IDENTITAS
Instansi Penyclenggara FISP
di bidang penanaman modal

Alamat

Telepon, Faksimili dan e-mail

Pimpinan

Tuliskan nama instansi penyelenggara
PTSP dibidang penanaman modal dengan
lengkap.

Uraikan  alamat lengkap instans
penyelenggara PTSP di bndang penanaman
modal.

Tuliskan nomeor telepon, nomor faksimili,
alamat ¢-mail dan situs (website) instansi
penyelenggara PTSP di bidang penanaman
modal.

Scbutkan nama, gelar pendidikan, pangkat
dan golongan serta NIF (Nomor Induk
Pegawail) Kepala penyelenggara FISP di
bidang penanaman modal.

B. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

Kompelensi Penanaman Modal

.

Pengetahuan FISF Di Bidang
Penanaman Modal Tingkat
Pertama

[—Dliﬁi dengan kondisi fakiual jumlah .‘GU;\?]

penyelenggara FISP Di Bidang Penanaman
Maodal (wajb bagi pejabat dan petugas Front
Qrfice, pejabat dan petugas Fack Office, serta
pejabat  dan  petugas Help Desk) vang
memiliks Sertifikat Lulus Kompetensi FTSF i
Bidang Fenanaman Modal Tingkar Pertana
vang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan |
Felatihan (Fusdiklat) BKPM atau oleh lembaga |
Diklat vang memiliki kurikulum penanaman
modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat
BKPM.




Perhitungan komposisi (persentase) dari
kondist  faktual  tersebut,  selanjuinya
disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang
tercantum dalam form pemlaian  standar
kualifikasi. Hasil Fenilaian diisikan
berdasarkan angka pada Rentang Nila yang
selaras dengan Rentang Kritena tersebut.

Fengetahuan FTSP Di Bidang
Penanaman Modal Tingkat
Lanjutan

-3

Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM
penyelenggara PTSP di bidang penanaman
modal (wajib bagi pejabat dan petugas front
QOffice, pejabat dan petugas Back Orfice, scrta
pejabat  dan petugas Help Desk) vyang
memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi FISP Di

Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan |

vang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau
oleh lembaga Diklat yang memilikr kurikulum
penanaman modal yang telah disernfikasi
oleh Pusdiklat BKPM.

Perhitungan komposisi (persentase) dari
kondisi  fakiual  tersebut,  selamjutnva
disesnaikan dengan Rentang Kritena vang
tercantum  dalam form pemilaian  standar
kualifikasi. Hasil Fenilaian diisikan
berdasarkan angka pada Rentang Nilai vang
selaras dengan Rentang Kriteria terschnut.

t 3 | Fengetahuan TSP Di Bidang
Fenanaman Modal Sektoral

Disi dengan kondist faktual dart jumlah SDM
penyelenggara FTSP di bidang penanaman
modal (wajib bagi pejabat dan petugas Ffron!
Office, pejabat dan petugas Back Office, serta
pejabat  dan  petugas Help Desk) yang
memiliki Sertifikat Lulus Koempetenst PISP Di
Bidang Fenanaman Modal Sektoral vang
dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh

Uembaga Diklat vang menuliks kurikulum
penanaman maodal yang telah discrunkasi

oleh Pusdiklat BKPM. Perhitungan komposisi
(perscntase} dari kondisi faktual tersebut,
selanjutnya  disesuaitkan  dengan Kentanyg
Kriteria yang tercantum dalam form penilaian

standar kualifikasi., Hasil Penilaian disikan |

berdasarkan angka pada Rentang Nilai yvang
selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.

Se—




Lad

r—: Kompetensi PTSP  Di Bidang | Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM
Penanaman Modal penvelenggara FPTSP di bidang penanaman
madal (terutama Kepala FPTSP di bidang
penanaman modal, pejabat dan petugas fron/
Oftice, pejabat dan petugas Back Office, serta
pejabat  dan petugas Help Desiy  vang
memiliki Sertifikat Lulus Kompetens: FTSP D1
Bidang Penanaman Modal yang dikeluarkan
oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat
yvang memiliki kurikulum penanaman modal
vang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.

Perhitungan komposisi (persentase) dari
kondisi  faktual tersebut, selanjutnya
disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang
| tercantum  dalam  form penilaian standar
kualifikasi. Hasil Penilaan diisikan
berdasarkan angka pada Rentang Nilm yang
selaras dengan Rentang Krileria tersebut.

1II.  Kompetensi Pengelolaan

Diist dengan kondisi faktual jumlah SDM
penyelenggara FTSP di bidang penanaman
modal vang berstatus Pegawa) Negeri Sipil
(terutama Kepala FTSP di bidang penanaman
. ' modal, pctugas Help Desk, pelugas Ffrond
Office. petugas Fack Office, petugas Tata |
Usaha dan petugas Information Technology) |
vang berlatar belakang pengalaman kerja
memiliki relevansi dengan tugas pokok dan |
fungsi (kinerja) PTSP di bidang penanaman
modal. Relevansi pcn,;,dIdman kerja dapat
dilihat berdasarkan  kriteria  koabfikasi
Jabatan vang diatur dalam uraian (analisa)
jabatan vang dipersyaratkan (disusun) oleh
perangkat daevah yang menangani hud;mg-l
| kepegawaian,

1| Fengalaman SDM

Perhitungan komposisi  (persentase) dun
l kondisi  faktual  tersebut,  selanjutnya
. disesuaikan dengan Rentang Kriteria vang
tercantum dalam form penilaian  standar
kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan
berdasarkan angka pada Rentang Nilar yang |
| selaras dengan Hentang kutenm"i




Spesialisasi SDM

| tercantum  dalam form penilaian  standar

Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM
penyelengzara FPTSP di bidang penanaman
modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
(terulama Kepala PTSP di bidang penanaman
modal, petugas felp Desk, petugas Font
Orfice, petugas Back Office, petugas Tata
Usaha dan petugas [nformation Technology)
vang berlatar belakang pendidikan yang
memiliki relevansi dengan bidang pekerjaan
di PTSP di bidang penanaman modal.

Relevansi latar belakang pendidikan dapat
dilihat berdasarkan kriteria  kualifikasi
jabatan yang diatur dalam uraian {(analisa)
jabatan yang dipersyaratkan (disusun) olch
perangkat daerah yang menangani bidang
kepezawaian.

Perhitungan komposisi  (persentase) dari
kondisi  fakinal  terscbut, selanjuinya |
disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang

kualifikasi.  Hasil Fenilajan  dusikan
berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang
selaras dengan Rentang Kriterianya.

P

Komposisi SDA

- Diisi dengan kondisi fakiual jumlah pegawai

penyelenggara FTSF di bidang penanaman !
modal (wajib bagi pejabat dan petugas front
Office, pejabat dan petugas Back Office, serta
pejabat dan petugas Help Desh) yang
berstatus aparatur pemerintah (Pegawai
Negeri Sipil) maupun berstatus honorer
(outsourcing).

Hasil TPenilatan diisi dengan angka “257
apabila  seluruh  pegawar yang  dimaksud
berstatus PNS. Sedangkan Hasil Penilaian dusi
dengan angka ©0Y, apabila pejabat dan
petugas Fronf Office, pejabat dan petugas
Back Office, serta pejabat dan petugas Help
Desk berstatus honorer (outsourcing).




Penguasaan Bahasa Asing

| disesnaikan dengan Rentang Kriteria yang

]
Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM
penvelenggara PTSP di bidang penanaman
modal vang bestatus Pegawai Negeri Sipil
(terutama Kepala FTSP ¢ bidang penanaman
modal, pejabat dan petugas Help Deosk,
pejabat dan petugas Front Office, scrta
pejabat dan petugas Back Office) yang
memiliki Sertifikat Bahasa Asing (terutama
bahasa Inggris, atau salah satu bahasa resm
PBB) dart lembaga pendidikan vyang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non-Formal (BAN-PNF).

Perhitungan komposisi (persentase) dari
kondisi  faktual  tersebut.  selanmjuinya

tercantum  dalam form penilaian  standar

kualifikasi. Hasil Fenilaian disikan |

berdasarkan angka pada Rentang Nilai vang
sclaras dengan Rentang Kriternanya.

I

Pengalaman Pengelolaan Layanan

1]

Pengalaman
| Modal

Fenanaman

Diist dengan kondist faktual lamanya wakma

instansi  penyelengzara FISP i kadang

pelayanan  perizinan dan nonperizinan
Penanaman  Modal  sesual  iata  cara
permohonan  penanaman  modal  yang
dikeluarkan Pemerintah.

Lamanya waktu instansi penyelenggara FTSP

tdh bidang  penanaman  modal  telah |

melakukan  pelayanan  perizinan  dan

| nonperizinan tersebut, selanjutnya

disesuatkan dengan Rentang Kriteria vang
tercantum dalam  form penilaian  standar
kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada
Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang
Kriterianya.

penanaman  todal  telah  melakukan |




b -

Fengalaman
Pananaman Modal

Diisi dengan kondisi

instansi  penyelengs
penanaman  modal
pelayanan  perizinar
Penanaman  Modal
(kewenangan) yang
daerah.

Layanan

Lamanya wakiu inst
di  bidang
melakukan  pelaya:
nonperizinan ter
disesuaikan dengan
tercantum dalam  fo
kualifikasi.

| Hasil Penilaian diisik:
| Rentang Nilai VANZ S
| Kriterianya.

penat

tual lamanya wakiu
FTSP di bidang
telah  melakukan
dan  nonperizinan
sesual tata  cara
atur  pemerintahan

penyelenggara PISE

an  medal telah
perizinan  dan
ut, selanjuinya

itang Kriteria yang
penilaian  standar

lengan angka pada
as dengan Rentang

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

L.

|1

QOtomasi Layanan

|
Otomasi
(Non-5PIFISE)

- =

|
Proses Layanan | Diisi dengan kondisi fakt:

otomasi layanan (pener:z
Communication  Techn.
tahapan pemrosesan arus
| perizinan  dan
terkoneksi.

Perhitungan komposisi (p.
takiual tersebut, selanjuin:
Rentang Kriteria yang te
penilaian  standar kualin
diisikan berdasarkan ang!
yang selaras dengan Renta:

nonpert

penggunaan sistem
1 friformation and

v pada  setiap
anan (How chard
an  yvang saling

atiase) dart kondisi
nsesuatkan dengan
itum dalam form
Hasil Fenilaian
1da Rentang Nilai
riterianya.




2 , SPIFISE

Diisi dengan kondisi faktual implementasi
SPIPISE  (Sistem  Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elcktronik) pada
pemrosesan  perizinan dan nonperizinan sesuai
tata cara permohonan penanaman modal.

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
faktual tersebut, selanjutnya disesumkan dengan
Rentang Kriteria vang tercantum dalam form
penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
yang selaras dengan Rentang Kriterianya.

IL.

Komposisi Ruangan

Ruang Tunggu

| Hasil Pemilaian diisi dengan angka “20% apabila

| Diisi dengan kondisi fakinal ketersediaan Ruang |

Tunggu vang memadai schagai prasarana keria
FTSF di bidang penanaman modal.

(1

mermiliki Ruang  Tunggu. Sedangkan Hasil
Fenilaian diist dengan angka %07, apabila
instansi FTSP di bidang penanaman modal tidak !/
memiliki Ruang Tunggu.

Ruang flelp Desk R

| kerja FTSP di bidang penanaman modal. i

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang
Help Desk yang mcemadai sebagar prasarana

Hasi] Pemlaian diisi dengan angka “207 apabila
memiliki Ruang Help Desk. Sedangkan Hasil
Penilaian diisi dengan angka “07, apabila
mstanst FTSP di bidang penanaman modal ddak
memiliki Ruang Help Desk

]

( Ruang  Layanan  {(Kuang

Front Ofihce)

| penanaman modal.

. memulika Ruang Layanan.

Diisi dengan kondisi faktial ketersedinan Kuang
Layanan (Ruang Front Orfice) vang memadai
sebagai prasarana  keria  FISP di bidang

Hasil Penilaian diisi dengan angka “207 apabila
memiliki  Ruang Layanan. Sedangkan Hasil
Penilaian diisi dengan angka “07, apabila
instansi FTSP di bidang penanaman modal tidak




[ 4 | Ruang Pemrosesan (Ruang
Back Qffice)

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang
Back Office (Ruang Pemrosesan) yvang memadal
sebagai prasarana kerja PTSP di  bidang
penanaman maodal.

Hasil Penilaian dusi dengan angka “207 apabila
| memiliki Ruang Pemrosesan. Sedangkan Hasil
Penilaian ditst dengan angka “0%, apabila
instansi FTSP di bidang penanaman modal tdak
memiliki Ruang Pemrosesan.

5 | Ruang/Tempat Arsip

L

Diisi dengan kondisi faktual keterscdiaan Ruang
Arsip atau tempat penylmpanan arsip yang
memadal sebagai prasarana kerja FTSP di bidang
penanaman modal.

Hasil Penilaian diisi dengan angka 207 apabila
memiliki Ruang Arsip. Sedangkan Hasil Penilaian
diisi dengan angka “0%. apabila mstansi FTSF di

IIl. Sarana Kenja

) 5

| bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang |

Arsip. |'

1] Komputer

| Diisi dengan  kondisi faktual ketersediaan
| perangkat komputer yang memadai sebaga
sarana kerja FTSF di bidang penanaman modal .

| Hasil Penilaian diisi dengan angka “207 apabila
memiliki perangkat komputer. Sedangkan Hasil
Penilaian  dist dengan  angka “07, apabila
instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak
memiliki perangkat komputer.

| Taringan Internet

[

= [y

Diisi dengan  kondisi  faktual  ketersediaan
jaringan internet vang memadai sebagar sarana
kerja TSP di bidang penanaman moedal.

Hasil Perulaian diisi dengan angka “20" apabila
memiliki jaringan internet. Sedangkan Hasil
Fenilaian diisi dengan angka “07”, apabila
instansi FISF di bidang penanaman modal tidak
memiliki jaringan internet,




a
4 -

-
| Telepon/ Faksimili | Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan |
l perangkat telepon dan faksimili (sarana ]
[ komunikasi) vang memadal scbagai sarana kerja ,
’ PTSP di bidang penanaman modal.
, Iasil Penilaian diisi dengan angka “20" apabila |
[ memiliki perangkat telepon. Sedangkan Hasil
| l Penilaian diist dengan angka “07, apabila
[ ’ instanst PTSP di bidang penanaman modal hidak [
] l memiliki perangkat telepon.
|
l
|
|
|
|
|
|

Mesin Pengganda | Diisi  dengan  kondisi  faktual ketersediaan
Dokumen perangkat mesin pengganda dokumen vang
memadal sebagai sarana kerja PTSP di bidnng’
penanaman modal.

Hasil Penilaian diisi dengan angka “207 apabila
memiliki perangkat mesin pengganda dokumen,
,Sudnngkau Hasil Penilaian diist dengan angka |
“0%, apabila instansi PTSP di bidang penanaman |
modal  tidak  memiliki  perangkat  mesin
‘ pengganda dokumen. ’

,' Printzr , Disi dengan  kondisi  faktual  ketersediaan |

perangkat prinfer yang memadai sebagai sarana ,
,’ , kerja PTSP di bidang penanaman modal. ’
, ' Hasil Penilaian diisi dengan angka “20" apabila |
[ , memiliki perangkat prinfer. Sedangkan Hasil |
| | Penilalan  diisi dengan angka “07, apabila ,
l , mstanst PTSF di bidang penanaman medal tidak ,

, memiliki perangkat printer -
Y : = B

IV. Media Informasi

|1 iT.’-lT'ldﬁ Arah Lokasi Kantor | Diisi dengan kondisi faktual ketersedizan papan '.
.i petunjuk nformasi keberaduan lokasi kantor |

| , | FISP  di bidang penanaman modal yang |

, , diletakkan di tempat umum vang strategis
,, (public area), sepertt stasiun, bandara, ternunal, |

l ' pelabuhan atau prasarana umum lainnya,

l | Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila

i memiliki Tanda Arah Lokasi Kantor. Sedangkan

’ Hasil Penilaian diisi dengan angka “07, apabila

| instansi FTSP di bidang penanaman modal tidak

’_ , mermiliki Signboard lokasi kantor,

L

—



—
a
i

2 ’ Fapan Nama Kantor

w |

3

|

|
|
|

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan pﬁpmJ
informasi nama kantor PTSP di  bidang
penanaman modal vang diletakkan di muka
bangunan pada halaman depan kantor PTSP di
bidang penanaman modal.

Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila
memiliki Papan Nama Kanlor. Sedangkan Hasil
Penilaian dusi dengan angka “07, apabila
instansi PTSF di bidang penanaman modal tidak
memiliki Papan Nama Kantor.

=

Petunjuk (Panduan)
Layanan

|

| atau counter layanan yang ada di kantor PTSP di

Disi  dengan  kondisi  faktual ketersediaan
informasi/petunjuk  arah lokasi setiap ruang

bidang penanaman modal.

Hasil Penilaian diist dengan angka 257 apabila
memiliki Panduan layanan. Sedangkan Hasil
Penilaian  diisi dengan angka “07. apabila
instansi FTSF di bidang penanaman medal ndak |
memiliki Petunjuk (Panduan) Layvanan.

Leatiet/Brosur Jenis
Lavanan

| Hasil Penilaan diisi dengan angka “257 apabila

modal  tidak  memiliki Leadet/Brosur  Jenis

Dusi dengan kondisi faktual ketersediaan brosur
(selebaran)  yang menginformasikan  jenis
produk Jayanan disertai penjelasan prosadur
layanannya secara jelas, rinct dan akurat.

meniliki Leatlet/Brosur  Jenis [avanan, |
Sedangkan Hasil Penilaian dnsi dengan angka
“0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman

Layanan.




Diist dengan kondisi faktual penggunaan sistem
antrian (queuing sysfem) baik secara manual atau
elektromk dalam penyelenggaraan lavanan
perizinan dan nonpenzinan di PTSP di budang
penanaman modal.

Hasil Penulatan dusi dengan angka “20" apabila
menggunakan sistem antrian. Sedangkan Hasil
Penilaian diisi dengan angka “07”, apabila instansi
PTSP  di bidang penanaman  modal  ndak
menjalankan sistem antrian.

Diisi denzan kondisi faktual kinerja layanan rata-
rata dalam setiap bulan yang mampu dilakukan
FTSF di bidang penanaman modal dalam!
memproses permohonan perizinan dan
nonperizinan sesual Standar Wakim Layanan yang
telah ditetapkan.

Perlitungan komposisi (persentase) dan kondisi
fakiual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan
Rentang Kriteria vang tercantum dalam form
penilaian  standar  kualifikasi.  Hasil Penilaian
dusikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang selaras dengan Rentang Kriterianya.

D. ASPEK KELEMBAGAAN
I.  Kinerja
! Metode Antrian
|
f
2 | Kemampuan Pelayanan
|
3 | Pembiayaan Layanan
I

Diisi dengan kondisi faktual jumlah permohonan

layanan perizinan dan  nonperizinan yang
dikenakan retribusi (biava) sebagaimana yang
telah ditctapkan (diatur) oleh peraturan daerah.

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
faktual tersebut. selanjutnya disesuaikan dengan
Rentang Kriteria vang tercantum  dalam rorm
penilaian standar kualinikasi, Hasil Pemlaian
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang selaras dengan Rentang Kriterianya.




1I.

Kewenangan

Kapasitas TSP

Diisi dengan kondisi faktual jumlah (proporsi)
seluruh  layanan perizinan dan nonperizinan
vang terkait penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah vang dilayami di PISP di
bidang penanaman modal.

Ferhitungan komposisi (persentase) dari kondisi

faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan

Rentang Kriteria yvang tercantum dalam form
penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang sclaras dengan Rentang Kriterianya.ang
selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.

I3

Legalitas TSP

Kapabilitas FTSF

[isi dengan kondisi faktual jumlah lavanan
perizinan dan nonperizinan vang dilayvani FTSP di
bidang penanaman modal dan ditetapkan oleh
peraturan daerah.

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
faktual tersebut, selamjutnya disesuaikan dengan
Rentang Kriteria yang tercantum dalam form
penilaian  standar kualifikasi. Hasil Perulaian
dusikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang selaras dengan Rentang Kriterianya.

Dust dengan kondisi faktual jumlah lavanan
perizinan dan
diselenggarakan PTSP di bidang  penanaman
modal dan ditandatangani langsung oleh Kepala
FI'SP di bidang penanaman modal.

nonperizinan yang,

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
faktual terscbut, selanjutnva disesuaikan dengan

| S5 ’ 3
Eentang EKritenia yang iercanlum dalam form

pentlalan  standar kualifikasi. Hasil Pemlaian
diuisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang selaras dengan Rentang Kriterianya.
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I, Integritas

1 | Standard Operating | Diist dengan  kondisi faktual jumlah layanan

Frocedures | perizinan dan nonperizinan vang diselenzgarakan
PTSP di bidang penanaman modal memiliki proses
kerja yang terperincl.  Sftandard  Operating
Frocedures (SOF) merupakan rangkaian instruksi
tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin
dalam pemrosesan perizinan dan nonperizinan
| vang diuraikan secara detail.

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
raktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan
'Rnntﬂng, Kriteria yang tercantum dalam form
penilaian  standar kualifikasi. Hasil Penilaian
ditsikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
| yang selaras dengan Rentang Kriterianya.

2 | Komunikasi Birokrasi Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah lavanan
| perizinan dan nonperizinan vang diselenggarakan
| PTSP di  bidang penanaman moda dan
| dikomunikasikan melahnn media cetak maupun
elektronik khusus.

Perhitungan komposist (persentase) dari kondis
faktual tersebut, sclanjuinya cisesuaikan dengan
Rentang Knteria vang  tercantum  dalam form
| penilaian standar  kualitikasi, Hasil  Penilaian |
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang sclaras dengan Rentang Kriterianva.

| 3 | Kesesualan Dengan SOP | Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah layanan
| Pusai perizinan dan nonperizinan yvang diselenggarakan
FTSP di bidang penanaman modal dan telah sesual
dengan petunjuk SOF Pemcrintah.

Perhitungan komposisi {persentase) clari
| perbandingan layvanan yang telah ditetapkan oleh
! SOF daerah  namun  selaras dengan SOT
Pemerintah, selanjutnya  disesuaikan  dengan |
Rentang Kriteria yang tercantum dalam form
penilaian  standar kualifikasi. Hasil Penilaian
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai
vang selaras dengan

—a




IV

Soliditas

Penyelesaian Masalah

Dhiisi dengan kondisi faktual jumlah permasalahan
(komplain) tentang  lavanan  penzinan  dan
nonperizinan  (yang  dilayangkan  oleh  setiap
penerima  lavanan dalam satu  periode) vang
mampu diselesaikan dengan baik dalam periode
setahun terakhir.

Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi
faktual terscbut, selanjutnya disesuaikan dengan
Rentang Kriteria yang tercantum dalam form
penilaian standar kualifikasi. IHasil Penilaian
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nila |
yang selaras dengan Rentang Kriterianya.

|

2

Kemampuan Penyelesaian

Diisi  dengzan  kondisi  faktual dari  jumlah
pemasalahan (komplain) tentang, layanan
perizinan  dan nonperizinan  vang  berhasil
diselesaikan secara internal (mandir1) oleh |
penvelenggara FISF di bidang penanaman medal |
dalam periode setahun terakhir. !

Perhitungan komposist (persentase) dari kondis
faktual tersebut, selanjutnva disesuaikan dengan
Rentang Kniena yang tercantum dalam form
penilaian  standar  kualifikasi. Iasil Penilaian
dusikan berdasarkan angka pada Rentang Nila
yang selaras dengan Rentang Keiterianya.

V. Kesinambungan (Sustainability)
I | Pengakuan FKualitas IKM | Diisi dengan kondisi faktual dari pengakuan

(Indeks Kepuasan | masyarakat terhadap tingkat kualitas layanan

| Masyarakat)

. perizinan dan nonperizinan yang |
| menggambarkan tentang kinerja pelavanan FTST |
i budang penanaman modal.
| Tingkat kualitas layanan berdasarkan survey IKM |
periode  terakhir  vang  dilakukan  oleh |
penyelenggzara FISP di bidang penanaman
modal, disesuaikan  dengan Nilai  Interval |
Konversi IKM (Mutu Pelavanan) dengan Rentang |
Kriteria yang tercantum, Hasil Penilaian diisikan
dengan angka pada Rentang Nilai vang sclaras
dengan Rentang Kriterianya.
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.Fﬂnjaringan Umpan Balik

Flsternal

Diisi dengan kondisi faktual dari periode
penerimaan “sertifikat  standar mutu” dan
lembagza penjaminan muitu kompeten
(Infernational Organization for Standardization).

Berdasarkan periode dari pengakuan standar
| mutw  tersebut, selanjutnya sesuaikan dengan

Rentang Kriteria yang tercantum. Hasil Penilaian
diisi denzan angka pada Rentang Nilal vang
selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.

VL

Tanggung Jawab (Responsibility)

Help Desk

Dnsy dengan kondisi faktual ketersedinan petugas
Help  Desk yang  cepat tanggap  dalam
menindaklanjuti  kebutuhan pencrima layanan
perizinan dan nonperizinan vang
diselenggarakan FIrSF di bidang penanaman

modal .

| Hasil Penilaian dnsi dengan angka “207 apabila

memuhk: petugas Help Desk Scdangkan Hasil
Penilaian diisi dengan angka “07, apabila instansi

PTSF di bidiang penanaman medal tidak memliki |

petugas Help Desk.

Mekanisme Penanganan
Pengaduan

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan tata
cara dalam proses penyampaian  pengaduan
(komplain} lavanan perizinan dan nonpenzman

sampai dengan cara kerja proses |

penvelesaiannyva.

Hasil Penilaian diisi dengan angka “207 apabila
memiliki  mekamsme pengaduan. Sedangkan
Hasil Penilaian diisi dengan angka “0", apabila

| Instansi FTSP di bidang penanaman moedal tidak

memiliki mekanisme pengaduan.




(W

Formulir Pengaduan

- 1B

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan form
pengaduan  sebagal  sarana  dokumentasi
pengajuan keluhan terhadap layanan perizinan
dan nonperizinan  yang  dialami penerima
layanan.

Hasil Penilaian dusi dengan angka “20% apabila
memiliki  ketersediaan  form  pengaduan.
Sedangkan Hasil Penilaian dusi dengan angka
*0”", apabila instansi FTSP di bidang penanaman
modal  tidak  memibki  ketersediaan form
pengaduan.

4 | Kotak Saran

| 5 | Deadline
Fengaduan

|
Ll

Jawaban

| penyelesaian masalah dari pengaduan

modal  tidak memuliki batas waktu jawaban

Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan kotak
saran yang memadal scbagai sarana TSP di
bidang penanaman meda! dalam ITI:‘.T'I;'HH;_‘.'IIHEE
nengaduan (klaim) yang diajukan secara tertulis |
(terdokumentasi) oleh  penerima  lavanan
perizinan dan nonperizinan.

Hasil Penilaian diisi dengan angka *207 apabila |
memihiki kotak saran. Sedangkan Hasil Penilaian
diisi dengan angka “07, apabila instans: FI'SF di |
bidang penanaman meodal tidak memiliki kotak
saran. |

Dusi dengzan kondisi faktual  ketersediaan batas
(tenggat) waktu vang diberikan penyelenggara
FISP di bidang penanaman modal dalam
menyangZgupi | pemberian jawaban  seria

(komplain) yang diajukan penerima  layvanan
périzinan dan nonperizinan.

Hasil Fenilaian diisi dengan angka “207 apabila
memihki  batas  waktu  jawaban  pengaduan
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka
“07, apabila instansi FTSF di bidang penanaman

pengaduan.




VIL

Fungsi FTST

—d

Tanggung Gugat (Akuntabilitas)

Diisi dengan kondisi faktual kelembagaan
penyvelenggaraan FTSP di bidang penanaman
modal  yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan  di  bidang penanaman
modal yaitu merapakan perangkat daerah vang

' melaksanakan fungsi FTSP dan fungsi lainnya.

Hasil Penilaian disi dengan angka “707 apabila
instansi  pelaksana fungsi TPTSP i bidang
penanaman modal menyatu dengan PDFPM atau
PDKPM. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan
angka “107, apabila instansi  pelaksana fungsi

dengan PDPPM atau PDRPM.

I~

Dasar Hukum  Lembauza
FISF

Diisi dengan kondist faktual darn dasar hukum
vembentukan PTSF di Frovinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil Penilaian dusi dengan angka “307 apalnla
instansi FISP di bidang  penanaman  medal
dibentuk oleh Peraturan Daerah. Hasil Fenilaian
diisi dengan angka “207 apabila instanst PTSP i
bidang penanaman modal dibentuk oleh
Peraturan Kepala Daerah.  Sedangkan  Hasil
Fenilaian diisi dengan angka “107 apabila
instansi FTSP  di bidang penanaman  modal

dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Daerah,

| FTSF di bidang penanaman modal tidak menyatu |

E. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDDM)

Modal

| Rompetens: Fengelolaan

Kompetensi Penanaman | Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian

| pada form B-1. Kompetens: Penanaman Maodal.

Dusy berdasarkan jumlah kolom Hasil Feraldan |

| pada form B-11, Kompetensi Pengelolaan.

i

i Ditsi berdasarkan jumlah kelom Hasil Penilaian

E— . — "
| Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form
| E - Rekapitulasi Fenilaian Aspek Sumber Daya

Pengelolaan Layanan
i | pada form B-1lI, Fengelolaan Layanan.
4 | Jumlah Nilai Komponen
Manusia (SDM).
Nilai Rata-Rata

| cibagr “3 (tiga)” (sesuai dengan jumlah form).

| Diisi dengan hasil dan Jumlah Nilai Komponen |
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REKAFITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN FRASARANA (SARPRAS)

Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian
pada form C-1, i Otomasi Layanan.

Diisi berdasarkan jumlah kolom Ilasil Penilaian
pada form C-11, 1 Komposisi Ruangan.

Diist berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian
pada form C-1I1, Sarana Kerja.

Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian
pada form C-1V, Media Informasi.

Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form F
Penilaian  Aspek  Sarana  Dan

F.
1 | Otomasi Layanan
2 | Komposisi Ruangan
|
o | e Sy —
{ 3 | Sarana Kerja
4 | Media Informasi
5 | Jumlah Nilai Komponen
- Rekapitulasi
Frasarana (Sarpras.
G | Nilai Rata-Rata

Diisi dengan hasil dan Jumlah Nilan Kemponen
| dibazi “4 (cmpat) "(sesuar dengan jumlah form).

G. REKAFITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN

1 1 | Kinerja Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian
; s pada form D-1, Kinerja.
| 2 | Kewenangan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian
pada form D-1I, Kewenangan.
| 3 Integritas Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Fenilaan
! pada form D-II1, Integritas.
4 lSoIiditas Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian |
' pada form D-1V, Soliditas.
: - e e e et

5 | Kesinambungan Diisi  berdasarkan  jumlah  dari  kolom Hasil

(Sustainability) Penilaian pada form D-V, yakni Kesinambungan
(Sustainability).

6 | Tangzung Jawab | Ditsi berdasarkan jumlah kolom Hasil Pemilaan
| {Responsibility) | pada form D-VI, Tanggung Jawab (Kesponsibrline).
i? Tanggung Gugat Diisi berdasarkan jumlah keolom Hasil Penilaian
- (Akuntabilitas) | pada form D VII, Tangzung Gugat (Akuntabilitas).

& | Jumlah Nilai Kemponen Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form G
' - Rekapitulasi Penilaian Aspek Kelembagaan.

9 | Nilai Rata-Rata Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Kemiponen
| dibagi dengan “7 (Tujuh)” (sesual dengan jumlah

form).




H. PENILAIAN KUMULATIT KUALIFIKASI
]
’_l Nilai  Rata-Rata Aspek ] Diist dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-
Sumber Dava Manusia ,-Rﬁm pada form F. yakni Rekapitulasi Perulaian
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM),

- L : —
2 | MNilai  Rata-Rata  Aspek | Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-
Sarana dan Prasarana Rata pada form F, yakni Rekapitulasi Penilalan

l Aspek Sarana Dan Prasarana (Sarpras).

3 | Nilai  Rata-Rata  Aspek | Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-
Kelembagaan Rata pada form G, yakni Rekapitulasi Penulaian
, Aspek Kelembagaan.

-

4 ,Nﬂm Akhir Aspek Sumber ] Diisi berdasarkan hasil vang diperoleh dmw,;m‘

| Dz ava Manusia ' mengalikan Nilair Rata-Rata Aspek Sumber Daya ,
,Ix-ianusi;a dengan bilangan “50%" (sebagai Bobot |

! | SDM).
= IS |
[ 5 | Nilai Akhir Aspek Sarana I Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh deng: m%
',dzm Prasarana | mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek  Sarana dan |
, Prasarana  dengan bilangan “23%" (sebaga [
| _—PF?GthSARFRASl _j
Fj ,Nilai Akhir Aspek | Dusi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan [
{ l Relembagaan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Kelembugaan |
| | dengan  bilangan  “25%"  (sebagai  Bobot l
l ’ chb&gaan}. l
[_.' | Total ’ Diist berdasarkan jumlah keseluruhan dari ko!mu]
‘ | | Nilai Akhir Aspek. ‘

KEPALA BADAN KOORIINASI PENANAMAN MODAL,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN
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LAMPFIRAN IV
FERATURAN KEPALA BRPM

NOMOR

-6 Tahun 2011

TANGGAL : 13 Julhi 2011

A. Daftar Negara Yang Telah Melakukan Perjanjian Peningkatan Perlindun_gan
Penanaman Modal (P4M) Invesfment Guarantee Agreement (IGA) dengan Indonesia

=

I~

e

b.

=]

10.

1.

T2

. Aljazair, Republik (The

Republic of Algeria)

. Amerika Serikat ( THhe

United States of America)

. Arab Saudi, Kerajaan (The

Kingdom of Saudi Arakbia)

Argentina, Repubhk (1#e
Republic of Argenitin)

Austraha, Persemakmuran
(Comirnonwealti of
Australa)

Bangladesh, Republik
Rakyat (Feople s Republic
of Bangladesh)

Belanda, Kerajaan (The
Kingdom of the
Netherlands)

Belgia, Kerajaan (7he
Kingdom of Belgitm)

Bulgaria, Republik (The
Republic of Bul¢aria)

Chili, Republik (7#e
Republic of Chile)

Cina, Republik Rakyat
(The People’s Republic of
China)

Ceko, Republik ( 7he
Czech Republic)

13. Denmark, Kerajaan
(Kingdom of
Denmark)

14. Filipina, Republik (The
Republic of the
Fhilippines)

15, Finlandia, Republik
(Republic of Finland)

16. Guyana. Republhk
(Republic of Guyana)

17. lHongaria, Republik
(Repubiic of Hungary)
18, India, Republik
(Republic of India)
19, Inggris (United
Kingdom/The [nited
Kingdom of Great
Britain and Northern
frefanc
. Iran, Republik Islam
(The Islamic Republic
of Iran)
21. Italia, Republhk (The
Italian Republic)

20

. Jamaika (Jamaica)

. Jepang (Japan)*

24. Jerman (Germiany}

26.

Kamboja, Kerajaan (The
Kingdom of Cambodia)

Kanada (Canada)

. Korea Selatan/Korea,

Repubhk (South
Korea/The Republic of
Korea)

. Korea Utara/Korea,

Republik Demokrast
(North Korea/Feople’s
Republic of Korea)

. Kroasia, Repnublik

(Republic of Creatia)

. Kuba, Republik (Republic

of Ciebra)

. Kirgizstan, Republik

(Kyvrgyz Repibilic)

. Laos, Republik Demokrasi

Rakyat (Lzo Feople’s
Democratic Republic)

. Libva Sosialis Raya,

Jamahiriva Rakvat Arab
(The Great Socialist
Feople’s Libvan Arvab
Sarnafuriya)

. Malaysia (Malaysia)

. Maroko, Kerajaan

(Kingdom of Morocco)

. Mauritius, Republik

(Republic of Mauritiizs)



37.

38.

39.
41. Fakistan, Republik Islam
(The Islarmic Republic of
42. Perancis, Republik (france
43,
44.

45.

46.

Mesir, Kepublik Arab
(The Arad Kepublic of
£2yph

Mongolia (Morngofia)

Mozambik, Republik

(Republic of Mozambiqgue)

Fakistan)
Republic)

Polandia, Republik
(Republic of Foland

Qatar, Negara (Stafe of
(Qatary

Rumania (Romania)

Rusia, Federasi (7he
Russian Federation)

. Singapura, Republik (77e

Republic of Singapore)

. Slovakia, Republik (Slovak

Repubilic)

43.

.

Spanyol, Kerajaan
(The Kingdom of
Spain)

. Sri Lanka, Republik

Sosialis Demokratik
(Pemocratic Socralist
Republic of $¥i Linka)

. Sudan, Repubhk (The

Republic of The Sudan)

3. Suriname, Republik

(Republic of Suriname)

. Swedia, Kerajaan

(The Kingdom of
Suweden

. Swiss, Kontederasi

(Swiss Conrederation /
Switzerland)

. Tajikistan, Republik

(The Republic of
Tajikistan)

. Thailand, Kerajaan

(The Kingdom
Thailand)

. Tunisia, Republik

(Republic of Tunisia)

. Turki, Republik

(Repubiic of Turkey)

30. Turkmenistan

(Trardenieristiar)

61,

62,

Ukraina (Lrarne)

Uzbekistan, Republik
(The Republic of
{zbekistan)

. Vietnam, Republik

Sosialis (The Socialist

5. Yordania Hashimiah,

Kerajaan (The Hashemite
Kingdom of fordan)

. Zimbabwe, Republik

(Republic of Zimbabweé)

") Dalam bentuk JIEPA (apan-Indeonesia Fconomic Parinership AgreemenD



B. Daftar Negara Yang Memiliki Persetujuan Fenghindaran Pajak Berganda

(Tax Treaty) denean Iindonesia

1.

(e

Gl

=
.

10.

11.

i2.

Afrika Selatan,
Republik (7he
Republic of South
Africs)

Aljazair, Republik {The
Republic of Alzeria)

Amerika Serikat (The
Crirted Stafes of
America)

Arab Saudi, Kerajaan
(The Kingdom of Sauds
Arabra)

Australia,
Persemakmuran
(Commionwealth of
Australiz)

Austria, Republik (7#e
Kepublic of Ausiris)

Bangladesh, Republik
Rakyat (FPecple's
Republic of
Bangladesh)

Belanda, Kerajaan
(The Kingdorn of the
Netherlands)

Belgia, Kerajaan (e
Kingdom of Belgitm)
Brunei Darussalam
(Brunei Darussalam)
Bulgaria, Republik
(The Republic of
Bruilgaria)

Ceko, Republik (The
Czech Republic)

Cina, Republik Rakyai
(The Feople’s Republic
of China)

Denmark, Kerajaan
(Kingdom of
Denmuirk)

15.

21.

]
2

23:

[S]
=]

I
>

Tilipina, Republik (The
Republic of
FPhilippines)

Finlancha, Republik
(Republic of Finlana)

Hongaria, Republik
(Republic of Hungary)

India, Republik
(Republic of India)

Inggris (Lhfed
Kingdom/ The {/nited
Kingdom of Great
Britan and Norifiern
frefzndd)

Iran, Republik Islam
(Isfamic Republic of
[rar)

Italia, Republik (The
fralian Republic)

Jepang (Japan

lerman (Germany)

Kanada (Canada)

Korea, Republik
Demokrasi
Rakyat/Korea
Utaral{Feople’s
Republic of
Rorcans/North Korea)
Korea, Republik/Korea
Selatan (The Repubiic
of KoreasSouth Korea)
Kuwait, Negara (Stafe
of Kuwaif)

Luksemburg,
Keadipatian Agung
(Grand Duchy of
Luxembouryg)

29,

30.

31.

32.

335.

34.

40.

41.

47,

Malaysia (Malaysia)

Meksiko Serikal,
Negara (The United
Mexican States)
Mesir, Republik Arab
(The Arak Republic of
Lgypd

Mongolia (Mongolia)

Norweygia, Kerajaan
(The Kingdom of
Norway)

‘akistan, Republik
Islam (The fsianuc
Repubiic of Falisian)
Perancis, Republik
(france Repubiic)

Polandia, Republik
(Republic of Foland)

Portuzal, Republik
(Republic of Fortugal)
Qatar, Negara (The
State of Qatan)

Eumania (Komania)

Kusia, Federasi (The
Kussian federation)

Selandia Barn (New
Zealand)

Seychelles, Republik
(The Republic of
Scychelles)



43.

44,
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Singapura, Republik
(Republic of
Singapore)

Slovakia, Republik
(Sloval Republic)

Spanyol, Kerajaan
(The Kingdorn of
Spain)

Sri Lunka, Republik
Sosialis Demokrasi
(The Democratic
Socialist Republic of
Sre Lanka)

Sudan, Republik (/e
Republic of the Sudan)

Suriah, Republic (The
Republic of Surial)

49.

50.

oy I

swedia, Kerajaan (7he
Kingdom of Sweden)

Swiss, Konfederasi
{The Suiss
Conrederation)

Tarwan (Tanvan)

Thailand, Kerajaan
(The Kingdom of
Thatland)

Tunisia, Republik (7#e
Kepublic of Tunisiz)

Turk:, Republik
(Repisblic of Turkey)

5T.

583.

39.

o0,

Ukramna (Likraine)

Uni Emirat Arab (The
United Arab Emirates)

Uzbekistan, Republik
(The Republic of
Lizbekistan)
Venezuela, Republik
Bolivar (Bolivarian
Republic of
Venezuela)

Vietnam, Republik
Sosialis (The Socialist
Republic of Vietnarn)
Yordania Hashinuah,
Kerajaan (The
Hashemife Kingdom or
Jordan)
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C. Daftar Negara Penandatangan Perjanjian Regional ASEAN
terkait bidang Penanaman Meodal

1. Persetujuan Penanaman Moedal Menyeluruh Di Kawasan ASEAN

=3

(ASFAN Comprehensive Investment Agreement 7ACIA)
a) Brunei Darussalam (Fruner Darussaian);,

b) Filipina, Republik (The Republic of Fhilippines);

c) Indonesia, Republik (The Republic of Indonesia);,
d) Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodiz);

¢) Laos, Republik Demokrasi Rakyat (The Lao Feople’s Democratic
Republic);

f) Malaysia (Malaysia),
) Myanmar, Uni (The Union of Myanmar),
h) Singapura, Repubhik (The Kepublic or Singapord);

i) Thailand, Kerajaan (The Kingdom of Thailana),

i} Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnarn).

. Agreement Establishing the ASEAN — Ausiralian- New Zezland Free

Trade Arca (AANZFTA).

Agreemient On Investment Under The Framework Agreement On
Comprehensit Economic Cooperation Among The Governments OF
The Member Countries Of The Associafion Of South East Asian
Nation And The Republic OFf Korea.

Agreement On Investment Under The framework Agreement On
Comprehensit Fcononne Cooperation Between The Associafion OF
South Last Asian Nation And The Feople’s Republic Of China.
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2. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing The World Trade Organization/Wi0)

n—

)

A1
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1Q.

11.

13.

14.

15.

Albania, Republik
(The Republic of
Albaniz)

Afrika Selatan, Republik
(Republic of South
Africa)

Afrika Tengah, Republik
{Central African
Republic)

Amerika Serikat

{ The United States of
Americd)

Angola, Republik
(THe Republic of Angold)

Antigua dan Bavbuda
{Anfigua and Farbuda)

Arab Saudi, Kerajaan
(7he Kingdon: of Saudi
Arabya)

Argentina, Republik
(The Republic of
Argentin:g
Armenia, Republik
(The Republic of
Armenia)

Australia,
Persemakmuran
(Conumnonweilth of
Awstralia)

Austria, Republik
(The Repubiic of Austria)

. Bahrain, Kerajaan

(The Kingdom of
feahirain)

Bangladesh, Republik
Rakyat (FPeople’s
Kepublic of Bangladesh)
Barbacdos (Barbados)

Belanda, Kerajaan
(Ringdom of
Netherlands)

16.

17.

18.

25.

Belgia, Kerajaan 31.
(The Kingdom of

Beleium)

Belize (Balize) 32.

Benin, Republik
(7he Republic of
Hanin)

Bolivia, Republik
(Kepublic of Bolivia)

Botswana, Republik i

(Republic of
Batswar:)

Frasil, Republik 36,

Federasi

(Ffederative Republic
af Brazih

Brunei Darussalam
(Bruner Darnssalarm

Bulgana, Repubhk
(The Republic of
Bulgaria)

Burkina Faso
(Frivkina fasa)

Burundi, Republik
(The Republic of
Burund)

Cape Verde, Republik 1.

(The Republic of Cape

Verde)

Ceko, Republik ( The 42.

Czech Republic)

Chad, Republik (7The
Republic of Chad)

Chili, Republik (The
Republic of Chile)

Cina, Republik Rakyat
(The Feople’s
Repubire of China)

33,

34.

38.

25k

40.

44,

43,

Cina Taipei
(Chinese Taipel)

Denmark, Kerajaan
(Kingdom of Denmark)

Dijibout, Republik
(Republic of Ditbouts)

Dominika,
Persemakmuran

{ Cormmonwealth of
Dominica)
Dominikan, Republik
(Domimican Republic)

Ekuador, Republik
(Republic of fcusdon

- El Savador, Republik

(Repnublic or Ef
Salvador)

Estonia, Republik
(Republic of Estonia)

Filipina, Republik

(The Republic of
Fhilippines)

Fiji, Republik
Kepulauan (Republiic of
the Fiji Islzrids)

Finlandia, Republik
(Kepublic of Finland)

Gabon, Republik
{Gabonese Republic)

3. Gambia, Republik

(Republic of the
Garnrtbia)

Georgia (Georgia)

Ghana, Republik
(Republic of Ghana)



46,

50.

39,

GO.

Grenada (Grenada)

Guaterala, Republik
(Republic of
Guatemnala)

Guinea, Republik
(Republic of Guined)

Guinea Bissau, Republik

(Republic of Guinea-
Bissan)

Guyana, Republik
(Republic of Guyana)

Haiti, Republik
(Republic of Haitd)

Honduras, Republik
(Republic of Honduras)

Hong Kong, Dacrah
Administratif Khusus
(Hong Kong Special
Administrative Region)
Hongaria, Republik
(Repiblic of Hungany

India, Republik
(Repniblic of {ndia)

Indonesia, Republik
{ The Republic of
fndonesia)

Inggris (Lrnted
Kingdom/ The United
Kingdom of Greaf
Britain and Northern
Jrefandh

Irlancha, Republik
(Republic of Irefand

Islandia, Republik
(Republic of feelanad)

Israel (fsrac))

e

G1.

FivA

ltalia, Kepublik
(The Italian Republic)

2. Jamaika ([amaica)

33, Jepang (fapan)

. Jerman (Germany

Kamboja, Kerajaan
(The Kingdom of
Cambodra)
Kamerun, Republik
(The Republic of
Crmeron)

Komunitas Eropa
(European
Commuriffias)

Kanada (Canads)

Kenya, Republik
(Republic of Keny:)

Kirgizstan, Republik
(Kyrgyvz Repubfic)

Kongo, Republik

(Republic of the Congo)

Rongo, Republik
Demokratik
(Democratic Republic
of the Congo)

Korea Selatan (South
Korca/The Republic of
Kores)

Kosta Rika, Republik
(Republic of Costa
Kica)

Kalombia, Republik
(Republic of Colombi)

76.Kroasia, Republik
(Republic of Croatia)

77.Kuba, Republik (Republic
of Cuba)

T&. Kuwait, Negara (Stafe of
Kuwaif)

79.Latvia, Republik (Repubric
of Latvia)

80. Lesotho, Kerajaan
(Kingdom of Lesotho)

31.Liechtenstein,
Kepangeranan
(Frincipality of
Liechienstein)

82.Lituania, Republik
{Republic of Lithuamia)

83. Luksemburg, Keadipatian
Agung (Grand Duchy of
Luxembours)

£4. Makau, Daerah
Admnistratif Khusus
(Macan Special
Administrative Region)

85. Madagaskar, Republik
(Repubiic of
Madagascan

86.Makedonia, Republik (The
Former Yugosiav
Republic of Macedonia
/FYROM)

37.Malawi, Republik
(Repubdic of NMalawn)

88 Malaysia (Malaysia)
89. Maldives, Republik
(Republic of Maldives)

90.Mali, Republik (Kepublic
of Mal)



a1,

92.

93,

94,

99.

Malta, Republik
(Republic of Malta)

Mauritania, Republik
Islam ([slamic Republic
of Mauritania)

Mauritius, Republik
(Republic of Mauritivs)

Mesir, Republik Arab
(Arab Republic of Egypd)

. Meksiko, Perserikatan

Negara-Negara (Lnifed
Mexican States)

Moldova, Republik
(Repubiic of Moldova)

. Mongolia (Mongolia)

. Maroko, Kerajaan

{Kingdorm of Moroces)
Mozambik, Republik
(Republic of
Mozambigue)

100. Myammar, Uni (77e

Linion of Myanman

101. Namibia, Republik

105.

106.

(Republic of Namibiz)

2. Nepal, Republik Federal

Demokratik (Federal
Democratic Republic of
Nepalh

Niger, Republik

(Republiic of Niger)

. Nigeria, Republik

Federal (Federal
Republic of Nigeria)

Nikaragua, Republik
(Republic of Nicaragua)

Norwegia, Kerajaan
(Kirigdom of Norway)

107.

108.

109,

110,

119,

120,

121.

Oman, Kesultanan
(Suftanate of Oman)
Pakistan, Republik
slam (THhe fslamic
Republic of Faldstan)

Fanama, Republik
(Repuibific of Panama)

Pantai Gading,
Republik (Republic of
Cote d'ivoire)

Papua Nugini, Negara
Independen
(Undependent State of
Fapua New Guinea)
Paraguay, Republik
{Nepuédic of
Faraguay)

Ferancis, Republik
(france Repubiic)
Peru, Republik
(Republic of Feru)
Folandia, Republik
(Republic of Polanad)

Portugal, Republik
(Republic of Forfug:l)

Qatar, Negara (State
of (atarn)
Rumama ( Kownana)

Rwanda, Republik
(Repubrlic of Rwund)
Satnt Kitts dan Newis,
Federasi ( Federaifon
of Sainie Kitts aned
.'""-":l.?'l'.l‘:}'}

Saint Lucia {(Saint
Liicia)

Samnt Vincent dan
Grenadines (Sarnnt
Vincent and the
Grenadines)

123,

124,

127.

157,

138.

Selandia Baru (New
sealand)

Senegal, Republik
(Republic of Senegal)

Sierra Leone, Republik
(Republic of Sierra
Leore)

Singapura, Republik
(The Republic of
Singapore)

Siprus, Republik
(Republic of Cyprus)

Slovakia, Republik
(Slovak Republic)

Slovenia, Republik
(Repnablic of Slovenid)
Solomon, Kepulauan
(Solormon Isfands)
Spanyol, Kerajaan (7he
Kingdormn of Spain)

Sri Lanka, Republik
Sosialis Demokratik
(Democratic Socalisi
Republic of Sri Lanka)
Suriname, Republik
(Repubiic of Surinarme)
Swaziland, Kerajaan
(Kingdom or
Swazilang)

Swedia, Kerajaan ( The
Kinigdor of Sweden)
Swiss, Kontederasi
(Swiss
Conrederation/Switzer!
ana)

Tanzama, Republik
Fersatuan (Linited
Kepublic of Tanzaniz)
Thailand, Kerajaan
(Kingdom of Thatland)



139.

140.

141,

142.

143,

Togo. Republik
{ Togolese Republic)

Tonga,
Kerajaan(Kingdom of
Toenga)

Trinidad dan Tobago,
Hepublik (Republic of
Trinidad and Tobago)

Tunisia, Republik
(Republic of Tunisia)

Turki, Republik
(Republic or Turkey)

144

14

LA

146,

148,

sl s

. Uganda, Republik
(Republic of Lganda)

. Ukraina (kraine)

Unt Emirat Arab
(Unrted Arab
Emirates)

Uruguay, Republik
Timur
(Eastern/Orienial
Republfic of Uruguay)
Venezuela, Republik
Bolivar (Hoffvarian
Republic of
Venezuels)

149

150

151.

. Vietnam, Republik

Sosialis (The Socialist
Republic of Vietnam)
Yordania Hashimah,
Kerajaan (The
Hashemite Kingdom of
Jardan)
Yunani/Hellenik,
Republik
(Greece/Hellenic
Reprablic)

. Zambia, Republik

(Republic of Zambia)

. Zimbabwe, Republik

(Repubiic of
Zimbabwe)
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E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan
Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Seftlemient of
Investment Dispules between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on
the Recognition and Enforcement of Forejgn Arbitral Awards/New York Convention))

1). Daftar Negara Peserta dan Penandatangan Konvensi tentang Penyelesaian
Fersclisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman
Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes berween Stafes
and Nationals of other States)

21
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10.

& B

Afganistan, Republik
Islam ([sfaric Kepublic
of Afghanistan)

Afrika Tengah, Republik
(Certtral African
Republic)

Albania, Republik
(Republic of Albanis)

Aljazair, Republik (The
Republic of Algeria)

Amerika Serikat (7e
Linited States of
America)

Arab Saudi, Kerajaan
(The Kingdom of Saudi
Arabia)

Argentina, Republik
(The Republic of
Argenting)

Armenia, Republik (The
Republic of Arthenia)

Australia,
Persemakmuran
(Correnowealth af
Australia)

Austria, Republik (7he
Republic of Austri)

Azerbaijan, Republik
{Republic of
Azerinayamn

Bahama,
Persemalimuran
(Cornmoniweilth of The
Batiarnas)

Bahrain, Kerajaan (7he
Kingdom of Bahrain)

T4,

-

15.

16.

13
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24,

Bangladesh, Republik
Rakyat (Feople’s
Republic of Bangladesh)
Barbados (Barbados)

Belanda, Kerajaan (The
Kingdom of the
Netherlands)

Belarus, Republik
{(Republic or Belaris)

Belgia, Kerajaan (The
Kingdom of Belerfuni)

Benin, Republik (7he
Republic of Benin)

Bosnia dan Herzegovina
(Hosnia and
Herzegovin)
Botswana, Republik
(Republic of Botswana)

Bruner Darussalam
(Brunei Darussalan)

Bulgaria, Republik
(The Republic or
Bti[garii)

Burkina Faso (Furkina
Frisc)

Burund, Republik (7he
Repablic of Burandi)

Cape Verde, Republik
(The Republic of Cape
Verde)

2T,

23.

30.

1
-

M
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35,

39.

Ceko, Republik (Czech
Republic)

Chad, Republik (The
Republic of Chad)

Chih, Republik (The
Republic of Chile)

Cina. Kepublik Rakvat
{Fhe Feople’s Republic
af Ching)

Denmark, Kerajaan
(Kingdom of
Denmark}
Dominikan, Republik
(Repubiic of
Dormiriican)

El Salvador (£/
Salvadon

Estonia, Fepublik
(Kepublic of Estonss)
Fiji, Republik
Kepulauan (Repubiic
of the Fifi Islands)

Filipina, Republik (The
Republic of
Fhilippiries)

Finlandia, Republik
(Republic of Finfand)

Gabon, Republik
(Gaborniese Republic)

Gambia, Republik
(Republic of the
Gambia)



